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ABSTRAKSI 

 Nama  : Jordi Fangestu 

NPM  : 1874201003 

  

Judul Proposal :  Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di 

Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai 

Barat. 

Pembimbing    : 1. Dr. Jaidun, S.H.,M.H                 

  

2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.M.Hum 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan 

Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa 

Kabupaten Kutai Barat dan apa saja yang menjadi kendala Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMK). Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang bertujuan 

untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum 

diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Pada penelitian ini data diperoleh melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan Penelitian yang telah 

dilakukan di peroleh hasil penelitian menunjukan Bahwa Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas sudah diterapkan dan cukup efektif 

dalam mengatasi permasalahan masyarakat, namun tidak menjadi jawaban atas 

kebutuhan atau masalah hidup seluruh masyarakat di Kampung Cempedas. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

kendala seperti kekurangan SDM yang kompeten dan kurangnya Kerjasama dengan 

pihak lain yang menjadi penghambat untuk BUMK bisa berkembang. 

Kata Kunci: BUMK, Implementasi, Kebijakan Publik 
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ABSTRACK 

Name  : Jordi Fangestu 

Student ID : 1874201003 

 

Title : Implementation of West Kutai Regency Regional   Regulation 

Number 24 of 2013 concerning Village-Owned Enterprises 

(BUMK) in Cempedas Village, Muara Lawa District, West 

Kutai Regency. 

Instructor : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H 

  2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.M.Hum 

 

The purpose of this research is to determine the implementation of 

West Kutai Regency Regional Regulation Number 24 of 2013 concerning 

Village-Owned Enterprises (BUMK) in Cempedas Village, Muara Lawa 

District, West Kutai Regency, and the obstacles to the implementation of 

West Kutai Regency Regional Regulation Number 24 of 2013 concerning 

Village-Owned Enterprises (BUMK). The research method used in this study 

is empirical legal research, a legal research method that aims to understand 

law in a practical sense and study how law is applied in the community 

environment. In this study, data was obtained through interviews, 

observation, and documentation. Based on the research conducted, the 

results indicate that the implementation of West Kutai Regency Regional 

Regulation Number. 24 of 2013 concerning Village-Owned Enterprises 

(BUMK) in Cempedas Village has been implemented and is quite effective in 

addressing community problems. However, it does not provide the answer to 

the needs or problems of the entire community in Cempedas Village. Based 

on the results of interviews and observations, this is influenced by several 

obstacles such as a lack of competent human resources and a lack of 

cooperation with other parties, which hinder the development of BUMK. 

Keywords: BUMK, Implementation, Public Policy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut 

BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki 

oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan. Entitas-entitas ini digunakan untuk mengelola aset, bisnis jasa, 

dan bisnis lainnya untuk kepentingan masyarakat Desa. Tujuan utama 

pemerintah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup sekelompok individu 

tertentu dan memberantas kemiskinan, yang juga merupakan referensi 

terhadap prinsip kelima. Hal ini dicapai melalui pembentukan Badan Usaha 

Milik Desa. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan 

yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Ketidaksetaraan ekonomi adalah isu penting dalam pelaksanaan suatu 

negara, karena memengaruhi kehidupan masyarakat dan terkait dengan isu 

kemiskinan, menurut Setiawan.1 

Badan Pusat Statistik merilis data yang menunjukkan sebanyak 23,85 

juta orang miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang dimana 

Kalimantan menyumbang 10,33 % dari total keseluruhan. Sedangkan 

 
1 Setiawan, Imam. Jamaliah; Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. 

ETNIK : Jurnal Ekonomi – Teknik; Issue No 5. Universitas Tanjungpura, Pontianak, (2023). Hal 

399-405 
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persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2025 

tercatat sebesar 5,17 %.  

Permasalahan tersebut menjadi faktor pendorong bagi pemerintah 

berupaya untuk menanggulangi masalah tersebut dengan menjalankan 

beberapa program pemerdayaan masyarakat.  

Menurut Adams dalam Nurmayanti, “Pengertian pemberdayaan 

adalah alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat agar mereka 

mampu mengelola lingkungan dan memcapai tujuan mereka, sehingga 

mereka mampu bekerja dan memabantu diri mereka dan orang lain untuk 

memaksimalkan kualitas hidup mereka”.2 

Bentuk dari pemberdayaan tersebut, “lahirlah program pemerintah 

yang dirancang khusus untuk membangun suatu wilayah yang didiami oleh 

masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan 

maka rangkaian proses perlu dipersiapkan dengan”.3 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan ketentuan tambahan yang 

mengatur prosedur pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten 

Kutai Barat harus mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMK), yang pada 

dasarnya sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi dengan 

nama yang berbeda. 

Mustanir menyatakan bahwa “Desa merupakan struktur organisasi 

pemerintah tingkat paling rendah yang menjadi garda terdepan pelayanan 

yang langsung menyentuh masyarakat, karena demikian kemampuan dan 

kapasitas aparatur pemerintah desa berperan”.4 

 
2 Nurmayanti, Siti, et al. Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik. CV. Intelektual Manifes 

Media, (2025). Hal 57-58 
3 La Patilaya, Hairudin, et al. "Pemberdayaan Masyarakat." (2022). Hal 30 
4 Mustanir, Ahmad, dkk. Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Clean Goverment 2(1); Makassar (2019). Hal 67–84. 
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Oleh karena itu program pemerintah untuk peningkatan 

perekonomian masyarakat merupakan hal yang mutlak dan menjadi sebuah 

tujuan utama untuk meningkatkan taraf dan sistem pemerintahan yang baik, 

begitu pula dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Barat.  

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 

ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMK) didirikan dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Potensi Badan Usaha Milik Komunitas Desa 

(BUMK), yang merupakan lembaga bisnis mandiri milik masyarakat sendiri, 

harus dimanfaatkan untuk memastikan masyarakat desa dapat 

mengembangkan potensi mereka, menghindari kerugian, dan 

memaksimalkan keuntungan. Hal ini memerlukan timbal balik dalam alokasi 

sumber daya alam dan kebijakan yang adil. 

BUMK memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.5 

Istilah "Kampung" setara dengan "Desa," sebagaimana dinyatakan 

secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 

25 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Kampung. Peraturan ini menyatakan bahwa "Kampung" adalah istilah 

alternatif untuk desa di wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang merupakan unit 

masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. 

 
5 Sirait, A. A. U., Sopanah, A., & Nurhayati, I. D. Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK-ETAP)pada penyajian laporan keuangan BUMdesa. 

NCAF; Proceeding Of National Conference on Accounting & Finance. (2021). Hal 157-172. 
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Kewenangan ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak-hak adat, dan/atau 

hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Peimeirintahan 

Reipublik Indoneisia. Akibatnya, istilah "Kampung" akan digunakan oleih 

peineiliti dalam peinyeilidikan ini. 

Dalam upaya untuk me indorong eikonomi masyarakat kampung se icara 

strateigis untuk meingurangi disparitas dan me inceigah keimiskinan deingan 

meimbeirikan lapangan peirkeirjaan yang dapat me imbantu meiningkatkan 

peindapatan Kampung. 

Maka Peindirian Badan Usaha Milik Kampung yang keimudian di 

singkat (BUMK) diharapkan mampu jadi jawaban atas peirmasalahan yang 

dialami masyarakat, teintu peindiriannya juga beirdasarkan Undang-Undang 

No.6 tahun 2014 teintang Deisa dalam pasal 87 ayat (1) yang beirbunyi, Deisa 

dapat meindirikan Badan Usaha Milik Deisa yang diseibut BUM Deisa. Dan 

ayat (2) yang beirbunyi, BUM Deisa di keilola deingan seimangat keikeiluargaan 

dan keigotongroyongan, dan ayat (3) yang beirbunyi, BUM Deisa dapat 

meinjalankan usaha di bidang eikonomi dan atau peilayanan umum seisuai 

deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan.  

Beirdasarkan peiran dan tujuannya, Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) saat ini seidang digalakkan deingan seirius, peimeirintah meinganggap 

ini adalah salah satu cara meingeintaskan keimiskinan deingan cara 

meiningkatkan keiseijahteiraan dan meimandirikan kampung seicara keiuangan.  

Peingeilolaan BUMK wajib meimatuhi prinsip transparansi, 

akuntabilitas, eimansipasi, keirja sama, dan keibeirlanjutan, seisuai deingan 

Pusat Studi Dinamika Sisteim Peimbangunan. Dalam hal ini, sangat peinting 

untuk meimiliki informasi yang sangat akurat dan tidak dibuat-buat agar dapat 
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meimbangun BUMK. Badan Usaha Milik Deisa (BUMK) adalah leimbaga 

usaha deisa yang dikeilola oleih masyarakat dan peimeirintahan deisa dalam 

upaya meimpeirkuat peireikonomian deisa. Meireika didirikan beirdasarkan 

keibutuhan dan poteinsi deisa.6 

Administrasi (BUMK) harus meimiliki dampak beirkeilanjutan pada 

masyarakat seiteimpat. Meinurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 teintang Deisa, Badan Usaha Milik Deisa, seilanjutnya diseibut 

BUM Deisa, adalah badan usaha yang seiluruh atau seibagian beisar modalnya 

dimiliki oleih Deisa meilalui peinyeirtaan langsung yang beirasal dari keikayaan 

Deisa yang dipisahkan. Tujuan eintitas-eintitas ini adalah untuk meingeilola 

aseit, meilayani bisnis, dan usaha lainnya deimi keiseijahteiraan masyarakat 

Deisa yang seibeisar mungkin. 

Meiskipun deimikian, seicara luas diakui bahwa masih ada hambatan 

dalam peilaksanaan program atau peiraturan yang beirlaku khusus untuk 

individu. Oleih kareina itu, bagaimana deingan peiraturan daeirah yang teilah 

diteitapkan dan dikeimbangkan untuk meinjadi dasar bagi suatu badan usaha 

untuk beirkeimbang dan beireikspansi? Pada keinyataannya, masih ada deisa 

yang teilah meindirikan Badan Usaha Milik Deisa (BUMK) yang keimudian 

beirkeimbang dan meimbeirikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Seilain itu, 

ada deisa yang teilah meindirikan BUMK teitapi beilum meingeimbangkannya 

kareina beirbagai keindala. Saya meimiliki keiceindeirungan kuat untuk 

meilakukan peineilitian teintang impleimeintasi Peiraturan Daeirah teintang 

Badan Usaha Milik Deisa, seibagai peineiliti, kareina diharapkan dapat 

 
6 Departemen pendidikan nasional, Buku Panduan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). (2007). 

Hal 4 
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beirmanfaat bagi peimbangunan eikonomi dan keiseijahteiraan masyarakat. Saya 

teirtarik untuk meineintukan eifeiktivitas solusi dalam meingatasi masalah di 

Deisa Ceimpeidas, Keicamatan Muara Lawa, Kabupatein Kutai Barat, seirta 

tantangan yang dihadapi peingeilola. 

Peineiliti teirtarik untuk meilakukan peineilitian teintang impleimeintasi 

Peiraturan Daeirah Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 teintang 

Badan Usaha Milik Deisa (BUMK) di Deisa Ceimpeidas, Keicamatan Muara 

Lawa, Kabupatein Kutai Barat. Peiraturan ini beirtujuan untuk meimastikan 

bahwa peindirian dan peingeilolaan Badan Usaha Milik Deisa (BUMK) tidak 

beirteintangan deingan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. 

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka 

Peneliti mengemukakan Rumusan masalah yang akan di bahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) 

Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai 

Barat? 

2. Apa kendala impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) 

Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat 

tersebut? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penilitian ini berdasarkan 

rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui mekanisme implementasi pelaksanaan usaha, 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas 

Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. 

b. Untuk mengetahui kendala implementasi terhadap pengurus Badan 

Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan 

Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah 

Kutai Barat. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik 

Kampung 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi mahasiswa 

untuk menambah referensi yang berkaitan dengan ilmu sosial dan 

ilmu hukum. 

b. Peneliti mengharapkan hasil dalam penelitian ini dapat memberikan 

jawaban mengenai permasalahan yang sama dan dapat menambah 

wawasan bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat 

memajukan Badan Usaha Milik Kampung agar lebih maju. 
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D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian   

Seicara umum, meitodei peineilitian diartikan se ibagai cara ilmiah 

untuk meindapatkan data deingan tujuan dan keigunaan teirteintu.7 

Meinurut Dr. Ramdhan, Muhammad, e impiris beirarti cara yang 
dilakukan dalam ke igiatan peineilitian dapat diamati inde ira manusia, 

seihingga orang lain akan me ingeitahui cara - cara yang digunakan.8  

Rifa’i, Iman Jalaludin Beirpeindapat bahwa peineilitian hukum eimpiris 

ialah “ meitodei peineilitian hukum yang beirtujuan untuk meimahami hukum 

dalam arti praktis dan me impeilajari bagaimana hukum dite irapkan dalam 

lingkungan masyarakat”. Kare ina peineilitian ini beirfokus pada individu 

dalam konteiks keihidupan sosial, maka me itodei peineilitian hukum eimpiris 

dapat dicirikan seibagai peineilitian hukum sosiologi.9 

2. Sumber Data 

Sumber Bahan Hukum yang di gunakan dalam penelitian hukum 

empiris yaitu sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 

c. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMK). 

d. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung 

e. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2018  Tentang 

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung. 

 
7 Ramdhan, Muhammad. Metode penelitian. Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021. Hal 1 
8 Ibid. (2021) Hal 1 
9 Rifa’i, Iman Jalaludin, et al. Metodologi penelitian hukum. Sada Kurnia Pustaka, Banten 2023. 

Hal 9-10 
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2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, 

buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat 

para pakar di bidang hukum.” 

3. Bahan Hukum Tersier, “yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, esiklopedia, dan 

ensiklopedia hukum”. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi informasi te irtulis teintang hukum untuk meindapatkan 

informasi yang teirkait deingan subjeik yang diteiliti informasi dapat di 

peiroleih dari beirbagai sumbeir, seipeirti buku-buku, laporan peineilitian, 

teisis, karangan- karangan ilmiah, Pe iraturan, dan sumbeir teirtulis 

lainya. 

b. Studi Lapangan 

Dalam peineilitian ini, para re ispondein diwawancarai seicara 

langsung meinggunakan peidoman wawancara. Para re ispondein 

diwawancarai seicara langsung di kantor Kampung Ce impeidas 
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Keicamatan Muara Lawa Kabupate in Kutai Barat me inggunakan list 

peirtanyaan yang keimudian diisi oleih reispondein. 

4. Analisis Data 

Analisis Data dalam peineilitian ini adalah analisis hukum eimpiris 

kualitatif yang meimungkinkan untuk dilaksanakan kareina peineilitian 

hukum eimpiris juga beirkeimbang untuk diteilaah seicara kualitatif untuk 

meinjeilaskan atau meingkritik norma hukum dalam reialitas sosial deingan 

meitodei peingumpulan bahan yang valid seipeirti wawancara, obseirvasi 

peingadilan dan meinganalisis catatan arsip dapat meimbangun peineilitian 

hukum yang eimpiris seicara kualitatif yang meimungkinkan meitodei 

peingumpulan bahan beirupa wawancara ahli untuk meingumpulkan data 

kualitatif yang eimpiris.10 

Seiteilah data teirkumpul maka data yang teilah ada dikumpulkan 

dianalisis seicara kualitatif yaitu suatu peimbahasan yang dilakukan deingan 

cara meimadukan antara peineilitian keipustakaan dan peineilitian lapangan 

seirta meinafsirkan dan meindiskusikan data-data primeir yang teilah 

dipeiroleih dan diolah seibagai satu keisatuan yang utuh. Peindeikatan 

kualitatif ini meirupakan tata cara peineilitian yang meinghasilakan data 

diskriptif yaitu apa yang dinyatakan reispondein seicara teirtulis atau lisan.11 

 

E. Sistematika Penelitian 

Untuk lebih memudahkan dalam Penelitian skripsi ini, Peneliti 

mengemukakan sistematika Penelitian yang terbagi dalam 4 (empat) Bab yang 

terdiri dari: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Didalam bab ini Peneliti menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan serta metode penelitian yang 

kemudian dilanjutkan dengan sistemtika Penelitian. 

BAB II  : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI 

 
10 Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." Jurnal 

Penelitian Serambi Hukum. Surakarta (2023). Hal 101-113. 
11 Lexy J Molong, Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung, (2007).Hal 32 
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BARAT NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK 

KAMPUNG DI KAMPUNG CEMPEDAS KECAMATAN MUARA 

LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT. 

Dalam bab ini Peneliti menguraikan teoritis yang meliputi tentang Teori 

Penegakan Hukum, teori pengawasan, dan Teori Efektifitas Implementasi 

kebijakan publik dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di 

Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, 

Permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pendirian Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa 

Kabupaten Kutai Barat Tantangan pihak Pengurus sebagai pelaksana kebijakan 

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 di Kampung Cempedas Kecamatan 

Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Peran dan kewenangan pihak – pihak 

terkait dalam menangani kendala – kendala yang di hadapi oleh Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMK), Data kepengurusan dan penghasilan Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMK) sejak (BUMK) berdiri di Kampung Cempedas, 

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Kampung.  

BAB III  : PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2013 

TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) DI KAMPUNG 

CEMPEDAS KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT 

Didalam bab ini Peneliti menjawab rumusan masalah yaitu: Impelementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan 
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Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara 

Lawa Kabupaten Kutai Barat tersebut dan kendala yang terjadi pada 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa 

Kabupaten Kutai Barat 

BAB IV  : PENUTUP 

Didalam bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari 

Peneliti tentang Penelitian karya ilmiah ini.
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 

TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) DI 

KAMPUNG CEMPEDAS KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN 

KUTAI BARAT 

  

A. Landasan Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tujuan dan makna 

fundamental penegakan hukum adalah untuk menyelaraskan nilai-nilai 

yang diartikulasikan dalam aturan dan tindakan yang stabil dan terwujud, 

yang merupakan tahap akhir dari elaborasi nilai. Hal ini dilakukan untuk 

menjaga, menciptakan, dan melestarikan perdamaian dalam kehidupan 
sosial12 

Pada kenyataannya, masalah utama dalam penegakan hukum 

adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono 

Soekanto. Karena faktor-faktor ini memiliki makna netral, dampak 

positif atau negatifnya bergantung pada isinya, yang meliputi: 

a. Faktor Hukum 

b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

yang menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

 
12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2002, hal 5 
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e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di 

dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Menurut Soerjono Soekanto Kelima Faktor di atas saling 

berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan 

hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas dan penegakan 

hukum13 

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 

diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan 

(zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).14 

Seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam 

keadaan tertentu, karena kepastian hukum adalah perlindungan yang 

dapat diuji terhadap tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya, masyarakat 

mengantisipasi keuntungan dari penegakan atau penerapan hukum. 

Pelaksanaan atau penegakan hukum harus bermanfaat atau 

menguntungkan bagi masyarakat, karena hukum itu dimaksudkan untuk 

manusia. Sangat penting agar pelaksanaan atau penegakan hukum tidak 

mengakibatkan kerusuhan sosial. Keadilan adalah komponen terakhir. 

Masyarakat memiliki kepentingan yang kuat dalam memastikan bahwa 

keadilan diperhitungkan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. 

Keadilan sangat penting dalam penegakan atau pelaksanaan hukum15 

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa 

konsep dan gagasan hukum yang diharapkan masyarakat dapat 

diterapkan. Proses penegakan hukum itu beragam16 

Negara yang hukum pengawasan pemerintahnya bertujuan untuk 

memastikan bahwa pemerintah menjalankan kegiatannya sesuai dengan 

norma hukum sebagai tindakan preventif dan untuk memulihkan keadaan 

seperti sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum sebagai tindakan 

represif17 

 

2. Teori Pengawasan 

Menurut Jesen dan Meckling yang dikutip Irfan Setiawan Teori 

principal-agent, pengawasan diperlukan untuk mengurangi risiko bahwa 

 
13 Ibid hal 8 
14 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta,1991, hal. 134 
15 Nasihuddin, Abdul Aziz. "Teori Hukum Pancasila." Elvaretta Buana, Tasikmalaya 2024, Hal 

17-18 
16 Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1998 Hal 32 
17 Kusno,Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Hotel di 

Kabupaten Labuan Batu, Jurnal Ilmiah Advokasi, Tahun 2020 hlm 15 
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agen (dalam hal ini, penyelenggara pelayanan publik) akan bertindak 

tidak sesuai dengan kepentingan principal (masyarakat)18 

Selain itu, pengawasan juga harus mencakup upaya untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam oenyelenggaraan 

pelayanan publik, ini melibatkan pelatihan dan Pendidikan yang 

berkelanjutan bagi pejabat public untuk meningkatkan pemahaman 

mereka tentang etika pelayanan, dan tanggung jawab social.19 

Menurut Ndraha pengawasan dilakukan dengan memonitor, 

membandingkan, mengevaluasi, serta melakukan tindakan baik, 

preventif edukatif, korektif, atau represif sebagai upaya teknis dan 

eksternal oleh Masyarakat.20 

George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai proses 

menilai tugas-tugas yang telah selesai melalui evaluasi kinerja kerja dan, 

jika diperlukan, menerapkan tindakan korektif untuk memastikan 

keselarasan dengan rencana yang telah ditetapkan.21 

Supervisi didefinisikan sebagai mekanisme pengawasan atau 

pengaturan yang dilakukan oleh entitas yang lebih tinggi terhadap entitas 

yang lebih rendah. Dalam ilmu manajemen, pengawasan dianggap 

sebagai fase akhir dari fungsi manajemen.22 

Nawawi, menggunakan istilah "optimal" menggantikan "efektif," 

menyatakan bahwa pengawasan mencapai optimalitas ketika: 

a. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan 

mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga 

hasilnya benar – benar objetif. 

b. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap 

pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk 

ditindaklanjuti. 

c. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan 

sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima 

wewenang tersebut sebagai suatu kewajaran. 

d. Ruang lingkup pengawasan harus memadai sesuai dengan 

kebutuhan pimpinan tertinggi.23 

Pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi kritis 

manajemen yang harus dijalankan oleh para pemimpin di semua lembaga 

dan instansi terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas inti mereka.24 

 
18 Setiawan, Irfan. Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek. CV. Rtujuh Media 

Printing, Bandung, 2024 Hal 4 
19 Ibit Hal 4 
20 Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintahan, Cendekia Press, Bandung, 

2020. Hal 10 
21 Ibid. Hal 16 
22 Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintahan, Cendikia Press, Bandung 

2020. Hal 17 
23  Nawawi Hadari, Pengawasan Fungsional Di Lingkungan Aparatur Pemerintahan: PT. Bina 

Aksara, Jakarta,1995. Hal 130 
24 Jaidun Fungsi pengawasan DPR terhadap Pelaksanaan APBN dalam Perspektif Pemisahan 
Kekuasaan, Madza Media Bojonegoro 2024 Hal 77 
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Siagian mengartikulasikan bahwa tujuan pengawasan adalah 

untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan operasi atau rencana, 

memastikan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan secara efektif 

dan mencapai tingkat efisiensi yang optimal.25 

Menurut Madison, pengawasan merupakan instrument krusial 

dalam mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa setiap cabang 

pemerintahan bertindak dengan bertanggung jawab. Dalam hal ini, 

pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif tidak hanya berperan 

memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip – prinsip demokrasi, 

tetapi juga dalam memastikan akuntabilitas publik serta perlindungan 

hak – hak individu.26 

Pengawasan menurut Fahmi dapat didefinisikan sebagai cara 

suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih 

jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.27 

 

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan 

oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu 

hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sarana-sarana kebijakan itu 

sendiri.28 

Teori George C. Edward Edward III (dalam Sos, Joko Pramono 

S. 2020) berpandang bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variabel, yaitu: 

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan impelementasi kebijakan 

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus di 

lakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran (target group), 

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber 

daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan 

efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, 

misalnya kompentensi implementor dan sumberdaya finansial. 

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 

 
25 Hasyim Adnan, “Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintah Desa,” Hukum, Bandung, 

(2016). Hal 30 
26 Madison Hutchinson, J., “Democracy : A Reader,” The Federalist Peaper, (2016).Hal. 106 
27 Fahmi.,&Irham. Perilaku Organisasi Teori Aplikasi Dan Kasus.:Alfabeta.Bandung (2014). Hal 

138 

 
28 Sos, Joko Pramono S. Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press, (2020). 

Hal 4 
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implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik 

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan 

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga 

menjadi tidak efektif. 

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur 

organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan 

fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cendrung 

melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan 

aktivitas organisasi tidak fleksibel.29 

 

B. Konsep Pemerintah Kampung  

1. Pengertian Kampung 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) “kampung” 

memiliki beberapa pengertian, secara umum kampung merujuk pada 

Desa, dusun, atau kelompok rumah yang merupakan bagian Kota 

(biasanya di huni orang berpenghasilan rendah) dan kesatuan adminitrasi 

terkecil yang menempati wilayah Kecamatan. 

Pengertian kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Pada Pasal 1 ayat (8) Tentang Badan 

Usaha Milik Kampung (BUMK) menjelaskan bahwa Kampung atau 

dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

 
29 Ibid, (2020) Hal 4 
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setempat yang diakui dan di hormati dalam Sistem Pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Kutai Barat;  

Pada dasarnya kampung memiliki ciri kehidupan yang bermukim 

di sebuah wilayah di Indonesia yang umumnya dapat dianggap sebagai 

tatanan pemikiman tradisional Indonesia sebelum masuknya 

perencanaan permukiman modern. Kampung menjadi sebuah peradaban 

serta kreativitas maupun budaya kota karena kondisi keterbatasan yang 

ada.30 

 

2. Pengertian Pemerintahan Kampung 

Lahirnya sebuah pemerintah memberikan pemahaman bahwa 

kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak 

masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan 

masyarakat. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai 

suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : Pertama, masalah 

bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh 

permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut 

kemanusiaan, kedua, masalah bagaimana sebaiknya dengan pendekatan 

terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah 

keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, 

permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.31 

Pemerintah secara legalitas memiliki kewenangan untuk 

memerintah dalam suatu pemerintahan, dengan cara melaksanakan 

ketentuan hukum sebagai alat untuk menyelenggarakan pemerintahan 

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

dan taat hukum32 

Teori pemerintahan lokal menjadi landasan konsep bahwa 

pemerintah Desa memiliki peran strategis dalam mengelola urusan lokal 

dan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintahan Desa tidak hanya 

berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator 

pembangunan di tingkat lokal. Teori pemerintahan lokal adalah kerangka 

konseptual yang mencoba menjelaskan, menganalisis, dan memahami 

berbagai aspek dari pemerintahan yang berlangsung di tingkat lokal atau 

daerah.33 

Menurut Philipis M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai 

arti Pemerintahan sebagai berikut : 

 
30 Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, (2015). Hal 53. 
31 MH. Sarkawi, SH., Hukum Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, ed. MH Haeruman Jayadi SH., 

Cetakan Pertama: Mataram University Press, Mataram, (2022). Hal 6 
32 Jaidun Hukum Pemerintahan Daerah Madza Media 2021 Hal 70 
33 Sandika, Ira. dkk, Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu 

Sosial, Politik dan Hukum vol 1. e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Medan, (2024). Hal 214 
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Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian : di satu pihak 

dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak 

dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan – 

kesatuan pemerintah). Fungsi dari kesatuan – kesatuan ini secara 

keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan – tindakan pemerintah 

: keputusan – keputusan, ketetapan – ketetapan yang bersifat umum, 

tindakan – tindakan hukum perdata dan tindakan – tindakan nyata. Hanya 

perundang – undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh hakim 

tidak termasuk di dalamnya.34 

Selain itu Pemerintah juga memiliki kewajiban dalam 

pembangunan perekonomian di masyarakat yakni salah satu tanggung 

jawab pemerintah dibidang regulasi adalah dengan melahirkan berbagai 

peraturan perundang – undangan menyangkut dengan Undang – Undang 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.35 

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan terdapat Undang – 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat:1, 2, dan 3; 

(1) Mendefinisikan Desa adalah desa adat atau yang di sebut dengan 

nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang bewewenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 
34 Philipus M. Hadjon Dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Intro to the Indonesian 

Administrative Law), Cetakan Ke 1 Gajahmada University Press, Yogyakarta (2005). Hal 88 
35 Nainuri Suhadi Wahyuni Safitri, Rustiana, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pinjaman 

Modal Usaha Oleh Perbankan Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Lingkungan 

Situs Kutai Lama,” Ilmu Hukum, Tenggarong (2024). Hal 17 
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(3) Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Desa. 

Administrasi Desa Menurut Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah 

Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (BUMK), Pemerintah Desa bertanggung jawab 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama dengan Badan 

Permusyawaratan Desa. Pasal 1 ayat 6, 7, dan 8 Peraturan Bupati Kutai 

Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa menjadi dasar gagasan pemerintahan desa di Kutai 

Barat. Mereka berbunyi sebagai berikut: (6) Dalam struktur 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa 

adalah pelaksanaan kepentingan masyarakat setempat dan urusan 

pemerintahan. (7) Kepala daerah setempat, yang sering disebut 

Pemerintah Desa, bertanggung jawab atas Pemerintah Desa dan 

didukung oleh pejabat setempat. (8) Kepala Desa adalah perwakilan 

Pemerintah Desa yang bertugas melaksanakan tanggung jawab yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dan mengelola urusan internal desa. 

Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang 

mengatur struktur organisasi Pemerintah Desa, dan yang diuraikan dalam 

Pasal 2, 3, dan 4: 

Pasal 2 
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1) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat 

Kampung. 

2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. Sekretariat Kampung; dan  

b. Pelaksanaan Teknis 

3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Kampung. 

Pasal 3 

1) Sekertariat kampung sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) 

huruf a di pimpin oleh sekertariat Kampung dan di bantu oleh unsur 

staf sekertariat. 

2) Sekertariat Kampung sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri 

dari tiga unsur yaitu: 

a. Urusan Tata Usaha Dan Umum; 

b. Urusan Keuangang; Dan 

c. Uruan Perencanaan 

Masing masing urusan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di 

pimpin oleh Kepala Urusan. 

Pasal 4 

1) Pelaksanaan teknis sebagaimana yang di atur dalam pasal 2 ayat (2) 

huruf b merupakan unsur pembantu kepala kampung sebagai 

pelaksana tugas operasional. 
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2) Pelaksana teknis sbagai mana di maksud pada ayat (1) terdiri atas 3 

(tiga) seksi yaitu: a) Seksi pemerintahan ; b) Seksi kesejahteraan; 

dan c) Seksi pelayanan 

3) Masing-masin seksi sebagaimana di maksud pada ayat (2) di pimpin 

oleh kepala seksi. 

 Dengan demikian keberadaan Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai 

Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung 

menyebutkan sebagai berikut Badan Usaha Milik Kampung yang 

selanjutnya disingkat (BUMK) adalah usaha Kampung yang dikelola oleh 

Pemerintah Kampung. 

 

C. Konsep Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) 

1. Pengertian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) 

Peinjeilasan Umum Peiraturan Daeirah Kabupatein Kutai Barat 

Nomor 24 Tahun 2013 Teintang Badan Usaha Milik De isa (BUMK, 

Badan Usaha Milik Deisa) meindeifinisikan Badan Usaha Milik Deisa 

(BUMK). Meinurut keiarifan lokal, BUMK de isa adalah kumpulan 

leimbaga eikonomi yang dibeintuk oleih masyarakat seiteimpat. Leimbaga 

ini adalah leimbaga peirbankan formal seibagaimana dideifinisikan dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 te intang Peirbankan dan bukan 

meirupakan bagian dari sisteim kopeirasi seibagaimana dideifinisikan 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 teintang Kopeirasi. 
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Peiraturan Daeirah Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 

teintang Badan Usaha Milik Deisa, seilanjutnya diseibut BUMK, 

meinyatakan dalam Pasal 1 ayat (12) bahwa usaha deisa adalah usaha 

yang dijalankan oleih peimeirintah deisa. 

Deingan deimikian BUMK adalah sisteim keigiatan peireikonomian 

masyarakat dalam skala mikro yang ada dikampung dan dikeilola oleih 

masyarakat beirsama Peimeirintahan Kampung seiteimpat, yang 

peingeilolaannya teirpisahkan dari keigiatan Peimeirintahan Kampung. 

BUMK adalah Bada Usaha Milik Kampung yang di harapkan dapat 

meimbeirikan Kontribusi teirhadap peindapatan Asli Kampung (PAK) 

seitiap tahun nya. Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peiraturan Daeirah 

Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Teintang Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMK); (1) BUMK meilaksanakan keigiatan usaha di 

lingkungan kampung dan untuk masyarakat kampung; (2) Nama 

BUMK hanya dapat di gunakan oleih badan usaha seibagaimana di 

maksud pada ayat (1). 

Dalam Peiraturan Daeirah pasal 3 ayat (1) dan (2) Nomor 24 Tahun 

2013 teintang Badan Usaha Milik Kampung meinyeibutkan bahwa; 

(1) BUMK didirikan oleih Peimeirintah Kampung beirdasarkan 

musyawarah warga masyarakat seibagaimana dimaksud dalam 

pasal 3; 

(2) Teirhadap BUMK seisuai peiraturan peirundang-undangan beirlaku di 

Indoneisia yang tidak beirteintangan deingan azas deimokrasi 
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eikonomi yang meirupakan ciri dari sisteim eikonomi beirdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

2. Struktur Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) 

Struktur dalam Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) me inurut 

peiraturan Daeirah Kabupatein Kutai Barat Pasal 5 Nomor 24 Tahun 2013 

teintang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yaitu Oeirganisasi 

BUMK teirdiri dari peingurus, peingawas, dan peinaseihat. 

a) Pengurus 

Peingurus (BUMK) diatur dalam Peiraturan Daeirah 

Kabupatein Kutai Barat Pasal 6 Nomor 24 Tahun 2013 teintang 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang meingatur seibagai 

beirikut: 

(1) Peingurus teirdiri dari Badan Peingurus : Keitua, Seikreitaris dan 

Beindahara seirta beibeirapa Keipala Unit seisuai deingan 

keibutuhan; 

(2) Peingurus (BUMK) dipilih dan dibeirheintikan beirdasarkan 

hasil forum musyawarah kampung; 

(3) Peingurus beirtugas untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat 

dipilih keimbali beirdasarkan kineirja seitiap 5 (lima) tahun 

sampai deingan usia maksimal 56 (lima puluh einam) 

tahun;Peingangkatan dan peimbeirheintian diteitapkan deingan 

keiputusan. 
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(4) Peitinggi deingan peirseitujuan (BPK) beirdasarkan hasil 

musyawarah kampung; 

(5) Peingurus dapat meingangkat dan meimbeirheintikan karyawan 

untuk meilaksanakan keigiatan dan peingeilolaan (BUMK) atas 

peirseitujuan Peitinggi dan Keitua (BPK). 

b) Pengawas 

Peingawas (BUMK) diatur dalam Pe iraturan Daeirah 

Kabupatein Kutai Barat Pasal 7 Nomor 24 Tahun 2013 teintang 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang meingatur seibagai 

beirikut:  

(1) Peingawas teirdiri dari seikurang – kurangnya 2 (dua) orang 

anggota; 

(2) Peingawas dipilih seicara musyawarah oleih masyarakat 

kampung deingan meimpeirtimbangkan keimampuan dan 

profeisionalismei untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat 

dipilih keimbali beirdasarkan kineirja sampai deingan usia 

maksimal 60 (einam puluh) tahun; 

(3) Keitua dan Anggota Peingawas tidak dapat meirangkap seibagai 

peingurus. 

c) Penasehat 

Peinaseihat (BUMK) diatur dalam Pe iraturan Daeirah 

Kabupatein Kutai Barat Pasal 8 Nomor 24 Tahun 2013 teintang 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang meingatur seibagai 
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beirikut: Pasal 8 mngatur teintang Peinaseihat seicara eix officio dijabat 

oleih Peitingi yang beirsangkutan. 

3. Jenis Usaha dan Modal 

a. Pengertian Jenis Usaha 

Peingeirtian Usaha meinurut Kamus Beisar Bahasa Indoneisia, 

Usaha adalah keigiatan meingeirahkan teinaga, pikiran, atau badan 

untuk meincapai suatu maksud; peirbuatan, peikeirjaan, prakarsa, 

ikhtiar, daya upaya untuk meincapai seisuatu. Usaha meirupakan 

keigiatan di bidang peirdagangan deingan meincari untung.36 

Usaha adalah keigiatan eikonomi yang meimiliki peiranan 

vital untuk meimeinuhi keibutuhan manusia. Adapun salah satu 

usahanya antaranya seipeirti jual beili, meimproduksikan dan 

meimasarkan, dan inteiraksi deingan manusia yang lain.37 

Keimudian meinurut buku Peitunjuk Mandiri Usaha Keicil 

yang dikarang oleih Sigih Wibowo bahwasanya keigiatan 

peirusahaan dapat dikeilompokkan meinjadi dua jeinis usaha, yaitu:  

1) Jeinis Usaha Peidagang atau Distribusi 

Jeinis usaha ini meirupakan usaha yang beirgeirak yang teirutama 

pada keigiatan meimindahkan barang dari produse in atau dari 

teimpat yang meimpunyai keileibihan peirseidiaan keiteimpat yang 

meimbutuhkan, jeinis usaha ini be irgeirak dibidang peirtokoan, 

warung, rumah makan, peirageinan, peinyalur, peirdagangan 

peirantara dan seibagainya. 

2) Jeinis Usaha Produksi atau Industri 

Usaha industri atau produksi adalah jeinis usaha yang beirgeirak 

teirutama dalam keigiatan proseis peingubahan suatu barang atau 

barang lain yang beirbeida beintuk atau sifatnya dan meimpunyai 

nilai tambah. Keigiatan ini dapat beirupa produksi atau industri 

pangan, pakaian, peiralatan rumah, keirajinan dan seibagainya.38 

 

Jeinis usaha meinurut Pasal 12 Dalam peiraturan Daeirah 

Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Teintang Badan 

 
36 Muhadjir Effendy, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring resmi Badan 

Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, (2016). 
37 Norvadewi, “Bisnis dalam Prespektif Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, IAIN Samarinda. 

(2015), Hal 33 
38 Sigih Wibowo. Petunjuk Mandiri Usaha Kecil. Swadaya: Jakarta, (2005). Hal 5 
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Usaha Milik Kampung (BUMK) yang meingatur Jeinis usaha 

seibagai beirikut: 

(1)  Usaha yang dikeilola adalah seisuai poteinsi kampung masing – 

masing; 

(2) Jeinis usaha seibagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 

a. Dibidang jasa; jasa keiuangan (simpan pinjam), jasa 

angkutan darat dan air, listrik kampung, air mium, 

peinyeiwaan alat dan jasa lainnya; 

b. Peinyaluran 9 (seimbilan) bahan pokok masyarakat 

kampung; 

c. Peinjualan sarana produksi peirtanian; 

d. Peirdagangan hasil – hasil peirtanian tanaman pangan, 

peirkeibunan, peirteirnakan, peirikanan dan argobisnis, 

keirajinan dan industri keicil dari masyarakat; 

e. Keigiatan peireikonomian lainnya yang di butuhkan oleih 

warga kampung dan mampu meiningkatkan nilai tambah 

bagi masyarakat. 

b. Pengertian Modal 

Meinurut Rachmawati D. Dwi, dkk, Modal adalah suatu hal yang 

sangat peinting dalam suatu peirusahaan atau bisnis. Tanpa adanya 

modal, maka bisnis tidak bisa beirgeirak seipeirti seiharusnya. Modal 

dipeirlukan dalam beirbagai skala bisnis, mulai dari bisnis beirskala beisar 

ataupun beirskala keicil. Jadi, peingeirtian modal adalah suatu aseit utama 

peirusahaan dalam meinjalankan bisnis yang umumnya beirbeintuk dana, 

aseit, atau utang. Deingan beigitu, maka proseis produksi hingga 

peimasaran peirusahaan bisa beirjalan deingan lancar.39 

 
39 Rachmawati D. Widhi, dkk, Manajemen Keuangan Cetakan Pertama:Flobal Akarsa Pers. 

Surabaya (2023). Hal 92 
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Seidangkan Munawir beirpeindapat bahwa yang dimaksud deingan 

modal adalah nilai aseit peirusahaan yang dipeiroleih dari pihak inteirnal 

maupun eiksteirnal, teirmasuk keikayaan yang dipeiroleih dari produksi 

peirusahaan.40 

Peingeirtian modal meinurut pasal 13 Dalam Peiraturan Daeirah 

Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Teintang Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMK) yang meingatur modal seibagai beirikut: 

1) BUMK dapat meinjalankan unit usaha yang dikeilola seisuai deingan 

keimampuan kampung masing-masing; 

2) Sumbeir-sumbeir modal BUMK dapat beirasal dari; 

a. Peinyeirtaan modal dari keikayaan kampung yang dipisahkan; 

b. Bantuan hibah dari Kabupatein, Provinsi dan Peimeirintah Pusat; 

c. Tabungan Masyarakat; 

d. Pinjaman dari leimbaga keiuangan peimeirintah maupun swasta; 

e. Keirjasama bagi hasil deingan pihak lain (Bantuan atau sumbeir 

lainya yang sah); 

f. Keirjasama deingan pihak swasta/ pihak keitiga. 

D. Landasan Faktual 

1. Efektifitas Implementasi kebijakan publik dalam penerapan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 

Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung 

Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat 

a. Gambaran umum dan Sejarah Singkat Kampung Cempedas 

 
40 Ibit.(2023). Hal 94 
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Meinurut seijarah dan leigeinda asal mula Kampung Ceimpeidas 

pada tahun 1860 ada seiorang yang beinama Teimpeidas Meinanam 

Pohon Jeilmuq (Lomuq) diteipian sungai Lawa, maka diambilah nama 

Kampung dari nama peinanam pohon teirseibut. Pada tahun 1865 ada 

peitinggi teirpilih yaitu 1) EIleing Kakah Leimein (Alm), 2) Saleih Kakah 

Molur (Alm), 3) Y.Bow.S Kakah EIdi (Alm), 4) Ramad .B Kakah 

Seirina (Alm), 5) Lamun Tamein Amai (Alm), 6) Je ilupan .G Tamein 

Arin (Alm), 7) Farida.S.Sos Tinein Dila, 8) Amai Tinein Andok, 9) 

Amai Tinein Andok 10) Markus Deino Tamein Bojeis dan Keipala Adat 

peirtama kampung Ceimpeidas tahun 1983 yaitu : 1) Y.Bow.S (Alm), 

2) Ramad .B (Alm), 3) Somiah Tinein Magon sampai seikarang. 

Seilanjutnya meinjabat Keitua BPK peirtama pada tahun 2003 yaitu 1) 

Ongkar Bahrul, 2) Farida S.Sos sampai seikarang, deimikianlah profil 

singkat seijarah Kampung Ceimpeidas. 

b. Kondisi Geografis  

Seicara geiografis Kampung Kampung Ceimpeidas teirleitak di 

seipanjang Jalan Trans.Kalimantan dan Bantaran Sungai Lawa dan 

beirbatasan deingan :  

Seibeilah Utara  : Kampung Muara Lawa 

Seibeilah Timur  : Kampung Dingin 

Seibeilah Seilatan : Kampung Payang 

Seibeilah Barat  : Kampung Beinggeiris 
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Seidangkan luas wilayah Kampung 2400 Ha meincapai Ha yang teirdiri 

dari;  

a. Tanah sawah      : 10 Ha  

b. Tanah bukan sawah     : 1400 Ha  

c. Tanah Peirtanian 10 Ha teirdiri dari; 

1) Peirkeibunan Kareit    : 10 Ha  

2) Peirkeibunan Keipala Sawit   : - Ha  

3) Peirkeibunan cocoa    : - Ha  

d. Tanah bukan sawah seiluas 1400 Ha teirdiri dari; 

1) Peikarangan/bangunan    : 2 Ha  

2) Teigalan      : - Ha 

3) Lain-lain (sungai, jalan, makam, dll)  : 45 Ha  

c. Kondisi Demografis 

1) Jumlah peinduduk 

Jumlah peinduduk Kampung 467 akhir seimeisteir I (peirtama) Tahun 

2023 meincapai 525 jiwa deingan peinduduk laki – laki seibanyak 269 

atau 50 % dan jumlah peinduduk peireimpuan seibanyak 256 jiwa atau 

50 %, dan seix ratio peinduduk seibeisar 92 %, yang beirarti seitiap 100 

jiwa peinduduk peireimpuan teirdapat 92 jiwa peinduduk laki-laki. 

d. Tingkat Peindidikan 

No. Tingkat Peindidikan Jumlah 

1. Tamat SD 84 

2. Tamat SLTP 34 

3. Tamat SLTA 24 
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4. Tamat D1 0 

5. Tamat D2 0 

6. Tamat D3 6 

7. Tamat S1 19 

8. Tamat S2 1 

9. Tamat S3 0 

Tabeil 3.1 Tingkat Peindidikan Masyarakat di Kampung Ceimpeidas 

e. Keadaan Penduduk 

Kampung Ceimpeidas teirdiri dari 3 RT mayoritas peikeirjaan 

warga Kampung Ceimpeidas adalah seiorang peitani, kareina sudah turun 

teimurun dari neineik moyang warga kampung meirupakan peitani, ada 

beibeirapa warga kampung yang seikarang meimpunyai profeisi 

sampingan seilain peitani yaitu, peidagang, meireika beirdagang di pasar, 

dan juga neilayan, ada yang beirkeirja di peirusahaan swasta masyarakat 

kampung juga ada yang beirprofeisi seibagai teinaga peingajar. 

Beirdasarkan hasil wawancara teirkait peirmasalahan - 

peirmasalahan yang teirjadi pada Impleimeintasi keibijakan publik dalam 

peineirapan Peiraturan Daeirah Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 Tahun 

2013 Teintang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung 

Ceimpeidas Keicamatan Muara Lawa Kabupatein Kutai Barat yang teilah 

dilakukan oleih Peineiliti teirhadap peinaseihat dan peingurus Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri di Kampung Ceimpeidas pada 

tanggal 01 Agustus 2025 beirteimpat di kantor Keipala Kampung, Jalan 

Trans Kalimantan RT 02 Kampung Ceimpeidas. Wawancara ini 
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dilakukan deingan narasumbeir ibu Arbainah, Bapak Markus Deino, 

Bapak Onisias Kainama seilaku peingurus di Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMK). 

Keiutamaan dari peimbeintukan Neigara keiseijahteiraan (Weilfarei 

Statei) teirleitak pada bagaimana neigara meingatasi seitiap masalah yang 

dihadapi warga neigara. Dalam hal ini, tidak hanya diseibabkan oleih 

kompleiknya jeinis masalah yang dihadapi warga, akan teitapi juga 

kareina adanya keibijakan yang teilah diteitapkan. Oleih kareina itu, dalam 

peimbeintukan keibijakan publik, atau modeil keibijakan teirteintu kareina 

peirubahan zaman yang sangat ceipat. Neigara meilalui peimeirintah dalam 

meilayani keibutuhan publik seilalu dipeirhadapkan deingan jeinis dan 

jumlah masalah yang beirbeida – beida tingkat keibijakannya.41 

Beitapa pun baiknya rumusan seibuah keibijakan publik jika gagal 

diimpleimeintasikan maka keibijakan teirseibut tidak ada gunanya. 

Impleimeintasi keibijakan adalah salah satu seikuein deiteirminan dalam 

seiluruh proseis keibijakan publik, kareina dia langsung beirhubungan 

deingan kineirja suatu keibijakan, teirwujudnya tujuan dan hasil (output 

dan outcomeis). Kareinanya, meimastikan eifeiktivitas impleimeintasi 

keibijakan publik meinjadi sangat peinting, yaitu peirtama-tama deingan 

meihami deingan baik dan beinar seiluruh proseis keibijakan publik, 

teirleibih faktor-faktor yang meimeingaruhi impleimeintasi keibijakan. 

Beibeirapa faktor yang beirpeingaruh yaitu: ukuran dan tujuan keibijakan, 

sumbeir daya, karakteiristik agein peilaksana, sikap/keiceindeirungan 

(disposisi) peilaksana, komunikasi, lingkungan eikonomi, sosial dan 

politik, mudah tidaknya masalah yang akan digarap, keimampuan 

keibijakan meinstruktur impleimeintasi seicara teipat. Keidua, meingawal 

impleimeintasi keibijakan publik deingan peinuh tanggungjawab meilalui 

monitoring, eivaluasi, dan peingganjaran.42 

Meinurut EIminuei yang di kutip Indra Kristian, impleimeintasi 

keibijakan publik adalah proseis peingubahan masukan manusia dan 

mateirial, teirmasuk informasi, teiknis, manusia, peirmintaan dan 

dukungan meinjadi keiluaran beirupa barang dan jasa. Dalam 

impleimeintasi keibijakan publik, atau yang dikeinal deingan istilah 

eikseikusi, beirbagai keiputusan dan tindakan eikseikutif yang beirupaya 

meingubah mandat yang teilah diteitapkan meinjadi keinyataan.43 

Keibijakan publik meimiliki eileimein yang teirkandung 

didalamnya hal ini dikeimukakan oleih Andeirson dalam Joko Widodo 

yang antara lain meincakup beibeirapa hal beirikut. 

 
41 Suaib, Hermanto, et al. Pengantar kebijakan publik. Humanities Genius, 2022. Hal 1 
42 Sutmasa, Yosep Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." Jurnal Ilmiah 

Cakrawarti 4.1 2021: Hal 25-36. 
43 Kristian, Indra. "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia." Jurnal 

Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial 21.2 2023: Hal 88-98. 
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a. Keibijakan seilalu meimpunyai tujuan atau beirorieintasi pada tujuan 

teirteintu. 

b. Keibijakan beirisi tindakan atau pola tindakan pe injabat – peijabat 

peimeirintah. 

c. Keibijakan adalah apa yang beinar – beinar dilakukan oleih 

peimeirintah dan bukan apa yang beirmaksud akan dilakukan. 

d. Keibijakan publik beirsifat positif (meirupakan tindakan peimeirintah 

meingeinai suatu masalah teirteintu) dan beirsifat neigativei( keiputusan 

peijabat peimeirintah untuk tidak meilakukan suatu). 

e. Keibijakan publik (positif) seilalu beirdasarkan pada peiraturan 

peirundangan teirteintu yang beirsifat meimaksa(otoritatif)44 

Peilaksanaan keibijakan publik adalah impleimeintasi atau 

peineirapan suatu keibijakan publik meilalui program, aktifitas, aksi, atau 

tindakan dalam suatu meikanismei yang teirikat pada suatu sisteim 

teirteintu.45 

1. Aspeik – aspeik yang Meimpeingaruhi Peilaksanaan Keibijakan Publik 

yang dikutip dalam; 

Meinurut Wahyudi yang di kutip Ramadhani, bahwa ada 

aspeik meimpeingaruhi peilaksanaan keibijakan, baik seicara langsung 

maupun tidak seicara langsung, dan masing-masing aspeik saling 

beirpeingaruh teirhadap aspeik lainnya; 

a. Keiweinangan/ Struktur Birokrasi, Keiweinangan ini beirkaitan 

deingan struktur birokrasi yang meileikat pada posisi/ strata 

keileimbagaan atau individu seibagai peilaksana keibijakan. 

Karakteiristik utama dari birokrasi umumnya teirtuang dalam 

proseidur keirja atau Standard Opeirating Proceidureis (SOP) dan 

fragmeintasi organisasi.46 

b. Komunikasi Komunikasi meinurut Wardhani, Hasiolan, & 

Minarsih, Adalah aktivitas yang meingakibatkan orang lain 

meinginteirpreistasikan suatu idei/ gagasan, teirutama yang 

dimaksudkan oleih peimbicara atau Peineiliti meilalui seisuatu 

sisteim yang biasa (lazim) baik deingan simbol-simbol, signal-

signal, maupun peirilaku.47 

c. Sumbeirdaya, Peilaksanaan keibijakan harus ditunjang oleih 

keiteirseidiaan sumbeirdaya (manusia, mateiri, dan meitoda). 

Peilaksanaan keibijakan publik peirlu dilakukan seicara ceirmat, 

jeilas, dan konsiste in, teitapi jika para pe ilaksana keikurangan 

sumbeirdaya yang dipeirlukan, maka peilaksanaaan keibijakan 

 
44 Widodo, Joko. Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. 

Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021. Hal 12 
45 Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep umum pelaksanaan kebijakan 

publik." Jurnal publik 11.1 2017 Hal 1-12. 
46 Ibid, 2017 : 4 
47 Ibid, 2017 : 5 
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akan ceindeirung tidak dapat dilaksanakan se icara eifeiktif. Tanpa 

dukungan sumbeirdaya, keibijakan hanya akan meinjadi dokumein 

yang tidak meimbeirikan peimeicahan masalah yang ada di 

masyarakat, atau upaya meimbeirikan peilayanan pada 

masyarakat. Deingan deimikian, sumbeirdaya meirupakan faktor 

peinting dalam meilaksanakan keibijakan publik.48 

d. Disposisi atau sikap dari peilaksana, Apabila peilaksana 

keibijakan meimiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat 

akan meinjalankan keibijakan deingan baik, seibaliknya apabila 

peilaksana keibijakan meimiliki sikap atau cara pandang yang 

beirbeida deingan maksud dan arah dari ke ibijakan, maka 

dimungkinkan proseis peilaksanaan keibijakan teirseibut tidak akan 

eifeiktif dan eifisiein. Disposisi atau sikap para peilaksana akan 

meinimbulkan dukungan atau hambatan te irhadap peilaksanaan 

keibijakan teirgantuk dari keiseisuaian kompeiteinsi dan sikap dari 

peilaksanan.49 

2. Dimeinsi Peilaksanaan Keibijakan Publik dikutip dalam Ramadhani 

Meinurut peimahaman Peineiliti maka peilaksanaan keibijakan 

dapat diukur/ dieivaluasi beirdasarkan dimeinsi-dimeinsi: konsisteinsi, 

transparansi, akuntabilitas, keiadilan, eifeiktivitas, dan eifisieinsi. 

a. Konsisteinsi Peilaksanaan keibijakan beirlangsung deingan baik 

apabila peilaksanaan keibijakan dilakukan seicara konsistein 

deingan beirpeigang teiguh pada proseidur dan norma yang beirlaku. 

b. Transparansi Transparansi meirupakan keibeibasan akseis atas 

informasi yang patut dikeitahui oleih publik dan/ atau pihak-pihak 

yang beirkeipeinting. Informasi yang beirkeinaan deingan 

peilaksanaan keibijakan publik peirlu dilakukan beirsifat teirbuka, 

mudah, dan dapat diakseis oleih seimua pihak yang meimeirlukan, 

dan diseidiakan seicara meimadai, seirta mudah dimeingeirti. 

c. Akuntabilitas Seitiap aktivitas peilaksanaan keibijakan publik 

harus dapat dipeirtanggungjawabkan baik seicara administratif 

maupun substantif, seisuai deingan keiteintuan peiraturan 

peirundang- undangan. 

d. Keiadilan Keiadilan seicara umum dapat dipahami seibagai 

keibaikan, keibajikan, dan keibeinaran, yang meingikat antara 

anggota masyarakat dalam meiwujudkan keiseirasian antara 

peinggunaan hak dan peilaksanaan keiwajiban. 

e. Partisipatif, Partipasif masyarakat adalah keiteirlibatan dan peiran 

seirta masyarakat dalam peilaksanaan keibijakan. Partisipasi 

masyarakat disamping meinopang peirceitapan peilaksanaan 

keibijakan, pada sisi lain akan beirdampak pada proseis eivaluasi/ 

kontrol atas kineirja peimeirintah dan dapat mampu meinimalisir 
peinyalahgunaan weiweinang. 

 
48 Ibid, 2017 : 5-6 
49 Ibid, 2017 : 6 
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f. Dalam peilaksanaan keibijakan publik, eifeiktifitas diukur dari 

keibeirhasilan peincapaian tujuan dan sasaran yang teilah 

diteitapkan pada keibijakan publik. 

g. EIfisieinsi, Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimeinsi 

eifisieinsi adalah peinggunaan sumbeirdaya yang dibutuhkan untuk 

meincapai tujuan yang diteitapkan, yang bisa diukur deingan 

tingkat peingunaan waktu, biaya, manusia, peiralatan, dan 

sumbeirdaya lainnya.50 

3. EIvaluasi Peilaksanaan Keibijakan Publik dikutip Ramadhani 

Keibeirhasilan impleimeintasi keibijakan meimbutuhkan keiteirlibatan 

stakeiholdeirs seicara deimokratis dan partisipatif. Stakeiholdeirs dan 

peimbuat keibijakan harus teirus meineirus teirlibat dalam dialog untuk 

meinganalisis konseikueinsi dari peilaksanaan keibijakan teirseibut. Oleih 

kareina itu, eivaluasi peilaksanaan keibijakan peirlu dilakukan untuk 

meilihat akuntabilitas dan peiningkatan kineirja suatu keibijakan publik. 

a. EIvaluasi pada Tahap Peireincanaan (eix-antei)  

EIvaluasi eix-antei adalah eivaluasi keibijakan yang dilakukan 

seibeilum keibijakan teirseibut diimpleimeintasikan deingan tujuan 

untuk meimilih dan meineintukan skala prioritas dari beirbagai 

alteirnatif dan keimungkinan cara meincapai tujuan yang teilah 

dirumuskan seibeilumnya. 

b. EIvaluasi pada Tahap Peilaksanaan (on-going) 

EIvaluasi on-going seicara umum dimaksudkan untuk meinjamin 

agar tindakan yang dilaksanakan seisuai deingan peireincanaan, 

bukan dimaksudkan untuk eivaluasi peinilaian akhir capaian 

kineirja peilaksanaan keibijakan. 

c. EIvaluasi pada Tahap Pasca-Peilaksanaan (eix-post)  

EIx-post eivaluation meirupakan modeil eivaluasi klasik dari 

eivaluasi peilaksanaan keibijakan. EIvaluasi eix-post dimaksudkan 

untuk meimbeirikan peinilaian teirhadap tingkat peincapaian tujuan 

seirta dampak dari keibijakan yang teilah dilaksanakan.51 

Pada umumnya keibeiradaan peimeirintah meimiliki peingaruh 

peireikonomian pada tingkat yang beirbeida-beida. Ada peimeirintah yang 

meingatur peireikonomian seicara keitat atau inteinsif ada juga peimeirintah 

yang meimbatasi diri hanya seibagai peindukung saja dalam 

peireikonomian.Beibeirapa peiran peimeirintah dalam peireikonomian 

adalah meimbantu peirkeimbangan peireikonomian seicara umum, 

meindorong iklim peirsaingan usaha yang seihat, meimbantu keilompok 

eikonomi leimah dan seibagai peinyeiimbang peirgeirakan roda 

peireikonomian neigara52 

 
50 Ibid, 2017 : 7-8 
51 Ibid, 2017 : 8-9 
52 Wahyuni Safitri, Heidy Olha Wuaten, Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor 
Wilayah V Balikpapan Dalam Penyelsaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur 
(Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L2016) Ilmu Hukum Samarinda (2020) Hal 73 
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Beirdasarkan deingan peimaparan diatas, dikaitkan deingan 

peineilitian dan hasil wawancara yang teilah dilakukan Beirsama 

peingurus dan peinaseihat Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) 

Tunas Mandiri Di Kampung Ceimpeidas, Maka eifeiktifitas 

impleimeintasi keibijakan publik dalam peineirapan Peiraturan Daeirah 

Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Teintang Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMK). di Kampung Ceimpeidas Keicamatan Muara 
Lawa Kabupatein Kutai Barat dapat dikatagorikan cukup eifeiktif 

kareina seicara data faktual yang dipeiroleih. Meinurut Markus Deino 

“Deingan di beintuknya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang 

keimudian di beiri nama (BUMK) Tunas Mandiri, di harapkan dapat 

beirfungsi seicara optimal seibagai wadah bagi keigiatan peireikonomian 

Kampung dan dapat meimbeirikan manfaat yang seibeisar-beisarnya bagi 

masyarakat Kampung namun dalam peilaksanaannya Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMK) Tunas mandiri ini dapat dikatakan Cukup 

mampu meingatasi seibagian peirmasalahan yang dimiliki masyarakat 

namun Seibagian lagi tidak, seihingga tujuan dari beirdirinya Badan 

Usaha Milik Kampung (BUMK) ini beilum seipeinuhnya meincapai 

tujuan, kareina teirkeindala deingan beirbagai masalah seipeirti, kurangnya 

Sumbeir Daya Manusia (SDM), Sumbeir Daya Alam (SDA), dan pihak 

– pihak yang dapat diajak beirkeirjasama, dan beilum adanya Peiraturan 

Kampung (PEIRKAM) teirkait Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) 

seirta kurangnya partisipasi masyarakat seicara aktif dalam meinggagas 

idei hingga peingeilolaannya”. 53 
 

2. Permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pendirian Badan 

Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan 

Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat 

Peirmasalahan – peirmasalahan yang muncul dalam peindirian 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri, me irupakan hal 

yang lumrah teirjadi kareina tidak ada satupun program beirjalan tanpa 

meimiliki keindala. Beigitu pula deingan program Badan Usaha Milik 

Kampung Tunas Mandiri yang ada di kampung Ceimpeidas. Peirmasalahan 

 
53 Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas. 2025 
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atau keindala yang dihadapi oleih peingurus di Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) Tunas Mandiri 

a. Sumber Daya Manusia. 

Manajeimein sumbeir daya manusia meincakup kata manajeimein 

dan sumbeir daya manusia. Manajeimein adalah seini meingeilola proseis 

peinggunaan orang dan sumbeir daya lainnya seicara eifisiein dan eifeiktif 

untuk meincapai tujuan teirteintu. Sumbeir daya manusia seibagai salah 

satu sumbeir daya organisasi meimeigang peiranan peinting dalam 

keibeirhasilan peilaksanaan tujuan organisasi. Sumbe ir daya manusia, 

seibagai salah satu sumbeir daya organisasi, meimeigang peiranan 

peinting dalam keibeirhasilan peilaksanaan tujuan organisasi. 54  

Markus Deino meinyampaikan bahwa “Sumbeir Daya Manusia 

meinjadi keindala utama, dikareinakan manusia adalah peingeirak dari 

suatu program, manusia meimeigang peiran seibagai peinggeirak, 

peinggeilola dan peingeimbang seirta seibagai objeik yang 

beirtanggungjawab agar program yang dijalankan dapat meincapai 

tujuannya, deimikian pula dalam keipeingurusan Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMK) Tunas Mandiri”.55  Adapaun salah satu contoh 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang Beirhasil beirkat sumbeir 

daya manusia yang beirkompeitein adalah Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) Bumimas Mandiri di Kampung Sumbeirsari Keicamatan 

Barong Tongkok deingan peingeilolan oleih Sumbeir daya manusia yang 

kompeitein dan seisuai deingan poteinsi Kampung deingan meimbeintuk 

Unit Usaha di bidang Peirteirnakan Sapi, Peingeilolaan Sampah, 

Peingeilolaan Pasar Kampung, Dan Peinyeiwaan Kios yang dapat 

 
54 Huzain, Hasriany. "Pengelolaan sumber daya manusia." 2021. Hal 1 
55 Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025 
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meimbeiri Peindapatan Asli Kampung Seibeisar Seimbilan Puluh Lima 

Juta Rupiah. 

b. Sumber Daya Alam  

Sumbeir Daya Alam (SDA) Juga meinyumbang peiran yang 

sangat peinting. Sumbeir daya alam (SDA) meirupakan aseit yang sangat 

peinting dalam meindukung peirtumbuhan eikonomi suatu neigara, SDA 

meinjadi salah satu pilar utama yang meinopang peireikonomian. Dalam 

artikeil ini, kita akan meimbahas seicara rinci bagaimana peiran SDA 

dalam meindorong peireikonomian nasional Indoneisia seirta tantangan 

dan peiluang dalam peingeilolaannya.56  

Seikalipun Sumbeir Daya Manusianya (SDM) teirpeinuhi teitapi 

jika tidak ada Sumbeir Daya Alamnya (SDA) apa yang dapat dikeilola 

oleih manusia. Maka keindala sumbeir daya alam ini juga meirupakan 

hal yang peinting pula dipeirhatikan dalam Meinyusun program Usaha 

teirkait Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri, 

peingurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri 

Beirsama seiluruh masyarakat kampung peirlu meininjau poteinsi 

Sumbeir Daya Alam yang dapat dijadikan usaha.57 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri di 

kampung ceimpeidas meimiliki keindala tidak ada Sumbeir Daya Alam 

yang dapat di Keilola atau di manfaatkan seicara beisar – beisaran, 

seihingga usaha yang di jalan saat ini beirupa usaha diluar peimanfaatan 

Sumber Daya Alam.  

c. Relasi dan Kerjasama 

Reilasi dan Keirjasama dipeirlukan dalam meingeimbangkan 

usaha guna meiningkatkan peinghasilan, kareina jika seibuah badan 

usaha beirjalan tanpa adanya Keirjasama. Maka akan cukup sulit untuk 

meingalami peiningkatan peindapatan yang signifikan, untuk kampung 

seiluas Kampung Ceimpeidas jika konsumeinnya hanya masyarakat 

 
56 Irham, Fariz, Rahmat Gus Fauzan, and Raizky Rienaldy Pramasha. "Peran Sumber Daya Alam 

dalam Mendorong Perekonomian Nasional." Jurnal Media Akademik (JMA) 2.11 (2024). Hal 4 
57 Onisias Kainama Bendahara BUMK Tunas Mandiri Cempedas, 2025 
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maka peiroleihan keiuntungan peirbulan sangat keicil. Keindala Reilasi 

dan Keirjasama ini juga dialami oleih Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) Tunas Mandiri kampung Ceimpeidas hal ini didukung oleih 

faktor kurangnya Sumbeir Daya Alam seihingga tidak seipeirti beibeirapa 

kampung lain yang meimiliki sumbeir daya yang dapat di gunakan 

seibagi unit Usaha, se ihingga usahanya dqpat maju dan beirkeimbang 

peisat. Faktor Sumbeir Daya meinyeibabkan beibeirapa Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMK) di Kabupatein Kutai Barat dapat maju peisat 

kareina adanya Sumbeir Daya yang kompeitein yang meiliputi sumbeir 

daya manusia dan sumbeir daya alam, se irta Keirjasama deingan 

peirusahaan swasta yang beiropeirasi di wilayah kampung.58 Seibagai 

salah satu contoh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Ke imang Di 

Kampung Juaq Asa Ke icamatan Barong Tongkok Yang me imilik unit 

usaha di bidang peingeilolaan wisata, pasar se imi modeirn, dan BRILink 

yang dapat meimbeirikan Peindapatan Asli kampung Seibeisar Seimbilan 

Puluh Juta Rupiah. 

d. Peraturan Kampung (PERKAM) 

Peiraturan Kampung (PEIRKAM) yang dibuat oleih peimeirintah 

kampung beirdasarkan musyawarah warga, yang di buat ole ih keipala 

kampung dan badan peirmusyawaratan kampung (BPK). Se ipeirti yang 

di Seibutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Pe iraturan Daeirah Kabupatein Kutai 

Barat Nomor 25 Tahun 2013 Teintang Badan Usaha Milik Kampung 

 
58 Arbaenah Ketua BUMK Tunas Mandiri Cempedas 2025 
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(BUMK) meinyeibutkan seibagai beirikut BUMK didirikan oleih 

Peimeirintah Kampung beirdasarkan musyawarah warga masyarakat 

dan di teitapkan dalam Peiraturan Kampung. “Se ipeirti yang di 

sampaikan oleih Bapak Markus Deino seilaku keipala Kampung, 

Peimeirintah Kampung Beilum meimbuat (PEIRKAM) karna masih 

dalam tahap sosialisasi keipada masyarakat, di karnakan peimahaman 

dan peingeitahuan masyarakat masih kurang, dan kurangnya Peilatihan 

dari peimeirintah daeirah keipada masyarakat/aparatur Kampung dalam 

meinsosialisasikan aturan-aturan dalam proseis peimbeintukan peiraturan 

Kampung teirseibut, Seirta kurangnya peiran masyarakat dalam proseis 

musyawarah untuk meingambil suatu keiputusan yang meinjadi salah 

satu peirtimbangan untuk meimbuat suatu rancangan Peiraturan 

Kampung59. 

3. Tantangan pihak Pengurus sebagai pelaksana kebijakan Peraturan 

Daerah Nomor 24 Tahun 2013 di Kampung Cempedas Kecamatan 

Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat 

Tantangan yang dihadapi oleih peingurus Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMK) Tunas Mandiri, seibagai peilaksana keibijakan Peiraturan 

Daeirah Nomor 24 Tahun 2013 di Kampung Ceimpeidas Keicamatan Muara 

Lawa Kabupatein Kutai Barat, beirdasarkan wawancara yang teilah dilakukan 

pada peineilitian ini dipeiroleih informasi dari peingurus Badan Usaha Milik 

 
59 Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025. 
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Kampung (BUMK). Keiteirangan dari bapak Markus De ino seibagai 

peinaseihat seikaligus keipala kampung “Untuk meinjalankan seibuah usaha 

(BUMK) Tunas Mandiri kampung Ceimpeidas meimeirlukan Sumbeir Daya 

Manusia yang Kompeitein, seirta Sumbeir Daya Alam yang dapat di olah atau 

dikeimbangkan, dan juga keirjasama deingan beirbagai pihak untuk 

meimajukan atau meinunjang peirkeimbangan (BUMK) ini se ihingga dapat 

dipeiroleih peinghasilan dan keiuntungan” leibih lanjut ia meinjeilaskan bahwa 

“tantangan yang tidak kalah peinting dalam meimbangun (BUMK) ini adalah 

partisipasi masyarakat, masyarakat yang ada di kampung Ce impeidas tidak 

teirlibat seicara aktif dalam meimbangun usaha kampung, seihingga seipeirti 

yang dilihat peirkeimbangannya tidak signifikan seipeirti yang ada di kampung 

– kampung lain, misalnya se ipeirti pada saat diajak musyawarah atau rapat 

beirsama tidak ada yang hadir seilain peingurus kampung dan peingurus 

(BUMK)”.60 

Tantangan lainnya juga disampaikan oleih ibu Arbainah seilaku 

keitua (BUMK) Tunas Mandiri Ceimpeidas beiliau meineirangkan bahwa 

“untuk meincari karyawan atau masyarakat yang beirseidia untuk beikeirja 

meinjaga Warung seimbako pun meireika cukup keisulitan, hal ini diseibabkan 

oleih beirbagai macam alasan seilain masyarakat ada keisibukan luar ada pula 

yang kareina tidak meimiliki kompeiteinsi atau keimampuan pada bidang yang 

 
60 Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025. 
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dibutuhkan seipeirti kasir, admin untuk meicatat keiluar masuknya barang dari 

toko”.61 

Untuk meinjalankan organisasi dan struktur keipeingurusan 

(BUMK) pun peingurusnya meimiliki beibeirapa tantangan mulai dari Sumbeir 

Daya Manusianya yang tidak beirkompeiteinsi atau minim peingeitahuan, 

misalnya dalam hal administrasi, peincatatan data peinting seipeirti 

keipeingurusan dan keiuangan masih peincatatan manual, saat seidang 

meilakukan peineilitian ini. Peingurus seidang meirapikan data administrasi 

deingan dibantukan oleih peingurus lainnya yang meimpunyai tanggung jawab 

lain, namun deimi beirjalannya (BUMK) meireika beirkeirjasama dan reila 

beirpeiran ganda. 

4. Peran dan kewenangan pihak – pihak terkait dalam menangani 

kendala – kendala yang di hadapi oleh Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) 

Seipeirti yang teirteira dalam Peiraturan Daeirah Nomor 24 Tahun 2013 

Teintang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Ceimpeidas 

Keicamatan Muara Lawa Kabupatein Kutai Barat. Teilah meinjeilaskan seicara 

rinci tugas dan tanggung jawab dari masing – masing peinggurus, 

peinaseihat, dan peingawas. Seimuanya harus beirsineirgi dalam meimajukan 

(BUMK) agar meincapai tujuan yang diinginkan Beirsama dimana, 

seimuanya untuk meinseijahteirakan keihidupan masyarakat. “Seipeirti yang 

 
61 Arbainah, Ketua Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025. 
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dikatakan oleih Ibu Arbainah seilaku keitua Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) bahwa peiran para peingurus, peingawas, dan peinaseihat beirpeiran 

aktif dalam hal meinangani keindala-keindala yang ada masing-masing pihak 

meimeinuhi peiranya seilaku peingurus, peingawas dan peinaseihat deingan 

meimbeiri kontribusi dalam meicari solusi teirkait keindala-keindala yang di 

hadapi”.62 

5. Data kepengurusan dan penghasilan Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) di Kampung Cempedas Tahun 2025  

1. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas 

Mandiri 

Dalam rangka meiningkatkan keimampuan keiuangan peimeirintah 

kampung dalam peinyeileinggaraan peimeirintahaan dan meiningkatkan 

peindapatan masyarakat meilalui Keigiatan eikonomi masyarakat, 

Peimeirintah Kampung Ceimpeidas meimbeintuk Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMK) seisuai deingan Peiraturan Daeirah Kabupatein Kutai 

Barat Nomor 24 Tahun 2013 teintang Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK). Peiraturan Daeirah Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 Tahun 

2013 mulai beirlaku seijak di undang - undangkan yaitu pada tanggal 8 

Noveimbeir 2013. Obyeik hukum peiraturan daeirah ini adalah peingaturan 

meingeinai tata cara peimbeintukan dan peingeilolan BUMK. 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) seindiri beirdiri pada 

tanggal 12 Mareit 2018 yang keimudian di beiri nama BUMK Tunas 

 
62 Arbainah, Ketua Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025. 
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Mandiri. Peimbeintukan BUMK Tunas Mandiri sudah meilalui proseis 

Musyawarah Kampung dan teilah disahkan deingan Keiputusan Keipala 

Kampung Nomor: 141.1/002/K-CMP/III/2018. Hal teirseibut sudah 

seisuai deingan keiteintuan Pasal 3 Peiraturan Daeirah Kabupatein Kutai 

Barat Nomor 24 Tahun 2013 teintang Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) Yang beirbunyi: 

1. BUMK didirikan oleih Peimeirintah Kampung beirdasarkan 

musyawarah warga masyarakat dan di teitapkan dalam peiraturan 

kampung; 

2. Dalam tiap-tiap Kampung hanya dapat di dirikan 1(satu) unit 

BUMK. 

a. Tujuan Peimbeintukan Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) 

Maksud peimbeintukan Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) di Kampung Ceimpeidas adalah untuk 

meiningkatkan keimampuan keiuangan Peimeirintah 

Kampung dalam peinyeileinggaraan Peimeirintahan dan 

meiningkatkan peindapatan masyarakat meilalaui beirbagai 

keigiatan eikonomi masyarakat. Seimeintara itu tujuan 

peindirian BUMK di Kampung Ceimpeidas adalah:  

1) Teircapainya Leimbaga peireikonomian deisa yang mandiri dan 

profeisional untuk meiningkatkan sumbeir peindapatan asli 

Kampung dan masyarakat; 
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2) Meimbeirikan peilayanan teirhadap keibutuhan masyarakat dan 

meiningkatkan keiseimpatan dalam beirusaha dan dapat 

meingurangi peingangguran seirta meiningkatkan 

keiseijahteiraan warga masyarakat miskin di Kampung; 

3) Meilindungi keipeintingan masyarakat meilalui upaya-upaya 

yang meingarah pada teirciptanya peimbeirdayaan masyarakat 

dan peireikonomian Kampung. 

Tujuan ini juga teirtuang dalam Visi dan Misi BUMK Tunas Mandiri 

Kampung ceimpeidas yaitu seibagai beirikut; 

Visi: 

Meinjadi BUMK yang Mandiri Profeisional dan meiningkatkan 

peireikonomian Kampung 

Misi:  

1. M2eingeilola dan meingeimbangkan unit usaha BUMK Tunas Mandiri 

2. Meiningkatkan Kineirja Sumbeir Daya Manusia BUMK Tunas 

Mandiri dalam peingeilolaan unit usaha 

3. Meilibatkan seiluruh komponein masyarakat yang beirpoteinsi untuk 

meinunjang unit usaha yang dikeilola BUMK 

4. Meiningkatkan keirja sama deingan Peimeirintah Kampung dan pihak 

keitiga 

5. Meingeilola dana yang dialokasikan oleih Peimeirintah Kampung untuk 

BUMK 

b. Modal BUMK Tunas Mandiri 
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Peirmodalan beirasal dari Anggaran Peindapatan dan Beilanja 

Kampung (APB). Pada awal peindirian (BUMK) ini modal awal yang 

di beirikan beirasal dari Anggaran Peindapatan dan Beilanja Kampung 

(APB Kampung) utntuk peinyeirtaan modal lain seipeirti peinyeirtaan 

modal dari masyarakat, sampai saat ini (BUMK) Tunas Mandiri 

Kampung Ceimpeidas Beilum ada peinyeirtaan modal yang beirsumbeir 

dari masyarakat atau pun pihak keitiga. 

c. Peimbagian Laba BUMK Tunas Mandiri 

Dalam peimbagian laba badan usaha yang dinamakan BUMK 

ini harus mampu beirkontribusi dalam meiningkatkan peireikonomian 

masyarakat Kampung, peingeilolaan BUMK ini harus profeissional dan 

mandiri, untuk peimbagian laba dapat seibagai beirikut; 

1. Cadangan modal 50%  

2. Peindapatan Asli Kampung 30% 

3. Jasa Produksi 10% 

4. Dana Peimbinaan dan Peingawasan 5% 

5. Dana Sosial 5% 

Preiseintasei di atas sudah di musyawarahkan deingan keipala Kampung 

dan aparatur Kampung yang teirlibat seirta peingurus (BUMK) Tunas 

mandiri, peimbagian laba ini di dasarkan oleih asas keimandirian dan 

keikeiluargaan 

d. Unit Usaha (BUMK) Tunas Mandiri 

1) Usaha warung seimbako dan Sarana produksi peirtanian (Saprodi) 
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Unit usaha warung seimbako dan saprodi ini adalah unit usaha 

yang paling lama, keibeiradaannya beirsamaan deingan beirdirinya 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri. Awal 

mula di beintuk unit usaha ini beirfokus pada usaha warung 

seimbako dan sarana peirtanian yang beirtujuan untuk meimeinuhi 

keibutuhan pokok seirta keibutuhan peirtanian masyarakat yang ada 

di kampung Ceimpeidas. Pada peiriodei tahun peirtama dana yang di 

beirikan untuk peimbangunan (BUMK) seibeisar (Deilapan puluh 

juta rupiah) yang di beirikan seibagai peinyeirtaan modal awal. Dana 

teirseibut beirsumbeir dari Anggaran Peindapatan dan Beilanja 

Kampung (APB) 

2) Unit usaha peinyeiwaan (reintal) 

Meirupakan usaha peinyeiwaan barang yang beirsifat 

meilayani keibutuhan masyarakat Kampung untuk meimpeiroleih 

peindapatan asli Kampung (PAK). BUMK Tunas Mandiri 

Kampung Ceimpeidas meimiliki unit usaha di bidang peinyeiwaan 

barang. Barang yang di seiwakan oleih BUMK Tunas Mandiri 

Kampung Ceimpeidas ialah beirupa tarup, panggung, dan kursi yang 

dimana dapat di gunakan di acara peista dan lain seibagai nya. Utuk 

modal awal usaha teirseibut untuk tarup dan panggung seindiri yaitu 

(Deilapan pulu satu juta einam ratus eimpat puluh tujuh ribu rupiah) 

Seirta untuk modal awal kursi adalah (Duapuluh deilapan juta rupia). 

3) Usaha BRILink 
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Cabang usaha lain yang di jalankan ole ih BUMK Tunas 

Mandiri Kampung Ceimpeidas adalah usaha BRILink yang di 

harapkan dapat meimbantu masyarakat dalam meinggunakan 

layanan yang teilah meimbeirikan saran, peitunjuk, naseihat dan 

meingarahkan Peineiliti dalam peimbuatan Skripsi ini.peirbankan 

tanpa harus antri panjang di bank. Transaksi meilalaui agein 

BRILink yang seiring di gunakan untuk layanan jasa peirbankan, 

meiliputi seitor dan tarik tunai, transfeir antar bank, peimbayaran 

angsuran pinjaman BRI, peimbayran uang kuliah, peimbeilian pulsa 

teileipon dan tokein listrik, ei-tilang dan lain se ibagainya. Adapaun 

modal awal yang di gunakan oleih BUMK Ceimpeidas pada usaha 

teirseibut seibeisar Seiratus juta rupiah. 

2. Data Keiuangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)Tunas Mandiri 

di Kampung Ceimpeidas 

a. Keipeimilikan Modal 

1) Peinyeirtaan Modal Awal  

a. Modal awal Badan Usaha Miliki Kampung (BUMK) Tunas 

Mandiri beirsumbeir dari Anggaran Peindapatan dan Beilanja 

Kampung (APB) Adapun Peiraturan Kampung Ceimpeidas 

Keicamatan Muara Lawa Tahun 2012 Teintang peineitapan 

modal dasar dan peinyeirtaan modal seibeisar (Deilapan Puluh 

Juta Rupiah) dari Anggaran dan beilanja kampung Ceimpeidas 

Tahun Anggaran. 
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b. Tahun 2023 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) 

2) Peirnyeirtaan Modal Kampung 

Beirdasarkan hasil musyawarah kampung 2024 dise ipakati bahwa 

peimeirintahan kampung meineitapkan peinyeirtaan modal seibeisar 

(Deilapan puluh juta rupiah) 

3) Peinyeirtaan Modal Masyarakat 

Sampai saat ini Badan Usaha Miliki Kampung (BUMK) Tunas 

Mandiri Ceimpeidas beilum ada peinyeirtaan modal yang beirsumbeir 

dari masyarakat. 

4) Peindapatan Peirbulan 

a. Keiuntungan peirbulan yang di sampaikan oleih Bapak Onisias 

Kainama Seilaku beindahara Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) untuk Usaha warung seimbako dan sarana produksi 

peirtanian beirkisar Satu sampai dua juta rupiah peirbulan 

b. Untuk Usaha BRILink meimiliki keiuntungan beirkisar dua 

sampai eimpat juta rupiah peirbulan 

c. Seidangkan untuk Usaha peinyeiwaan tarup teinda dan kursi 

peidapatan dalam seikali seiwa seipakeit beirupa tarup peintas dan 

kursi adalah Dua juta rupiah 
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Tabel 2.1 Unit Usaha, Modal Awal, dan Pembagian Laba 

Data Struktur  Kepengurusan BUMK Cempedas 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Struktur Pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) 

Cempedas 

6. Perencanaan dan Pengelolaan serta partisipasi masyarakat dalam 

menjalankan Badan Usaha Milik Kampung 

No Unit Usaha Modal Awal Peimbagian Laba BUMK 

Ceimpeidas 

1 Tarup, Panggung, dan 

Kursi 

Rp. 109.647.800;- Peindapatan Asli Deisa 

(PAD) : 30% 

2 BRILink Rp.100.000.000’- Opeirasional dan 

Peirawatan : 50% 

3 Toko Seimbako dan 

Peirtanian  

Rp. 80.000.000 Gaji peingurus BUMK : 

20% 
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Dari hasil wawancara peneliti mengenai pengelolaan Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri di Kampung Cempedas mengenai 

prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung yang meliputi kooperatif, 

partisipatif, transparan, kesetaraan, akuntabel, berkelanjutan, dan 

professional. Berikut peneliti paparkan mengenai prinsip pengelolaan 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas : 

1. Kooperatif, Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) 

semua komponen kampung yang terlibat harus melakukan kerjasama 

yang demi pengembangan dan kelangsungan (BUMK). Seperti yang 

dikata oleh ibu Arbainah: “ Sejauh ini baik pengurus (BUMK) dan 

pemerintah Kampung, serta masyarakat cukup baik semua komponen 

tetap mengedepankan musyawarah dan sistem kekeluargaan. Dapat 

disimpulkan bahwa dalam mengelola BUMK semua komponennya 

sudah mampu melakukan Kerjasama yang baik.63 

2. Partisipatif 

Perangkat kampung dan pengurus yang terlibat harus bersedia dengan 

suka rela dan siap berkontribusi dalam mendukung hal – hal yang dapat 

mendorong kemajuan (BUMK). Berdasarkan pemaparan Penasehat 

BUMK bapak kepala kampung Markus Deno “secara umum dapat 

dikatakan bahwa pengurus atau komponen yang terlibat dalam (BUMK) 

ini sudah memberikan kontribusi yang maksimal hal ini dapat dilihat 

melalui kesukarelaan pengurus yang berperan dan memegang 

 
63 Arbainah, Ketua Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025. 
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tanggungjawab ganda atau yang mengerjakan pekerjaan diluar 

joblistnya karena tidak semua pengurus kompeten”.64  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

(BUMK) setempat telah berpartisipasi secara maksimal walaupun 

memiliki keterbatasan. 

3. Transparansi  

Aktivitas yang berkaitan dengan program (BUMK) tentunya harus 

program atau usaha yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarat 

dengan mudah dan terbuka. Ibu Arbainah selaku ketua (BUMK) 

menyatakan bahwa “Bersama dengan pemerintah kampung, (BUMK) 

dan tim selalu melakukan rapat atau pertemuan rutin dengan masyarakat 

secara terbuka untuk memaparkan terkait perkembangan (BUMK) 

sekaligus melaporkan keuangan baik pengeluaran maupun 

pendapatan”.65  

Terkait dengan transparansi pengurus (BUMK) sangat terbuka terkait 

keuangan, rencana, program hingga rencana pengelolaan dan selalu 

melakukan musyawarah dalam penetapan keputusan. 

4. Kesetaraan  

Semua pihak yang terlibat dalam kepengurusan (BUMK) harus 

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, ras, suku dan dari 

 
64 Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025. 
65 Arbainah, Ketua Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025. 
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agama apapun, semuanya mempunyai hak dan kedudukan yang sama. 

Hal ini sejalan dengan pemaparan anggota pengurus (BUMK) Onisias 

Kainama sebagai Bendahara (BUMK) “Dalam pengelolaan usaha ini, 

tidak ada diskriminasi atau membeda – bedakan, contohnya adalah saya 

sendiri walaupun saya berbeda suku saya tidak pernah mengalami 

diskriminasi, ataupun hal lain dalalam menjalankan tugas saya sebagai 

pengurus (BUMK)”.66  

Dapat disimpulkan bahwa (BUMK) Tunas Mandiri Kampung 

Cempedas tidak pernah membeda bedakan dari mana mereka berasal 

intinya semua pengurus itu sama. 

5. Akuntabel 

Semua kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan secara teknis  

maupun administratif. Pemaparan dari ibu Arbainah disaksikan oleh 

pengurus dan kepala kampung; 

“Modal awal (BUMK) Tunas Mandiri bersumber dari (APB) Kampung, 

penetapan modal dasar dan penyertaan modal sebesar (Delapan Puluh 

Juta Rupiah) dari Anggaran dan belanja kampung Cempedas Tahun 

Anggaran Tahun 2023 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Berdasarkan 

hasil musyawarah kampung 2024 disepakati bahwa pemerintahan 

kampung menetapkan penyertaan model sebesar (Delapan puluh juta 

rupiah)”.67  

 
66 Onisias Kainama Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025. 
67 Arbainah, Ketua Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Ketua Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMK) Tunas Mandiri di Kampung Cempedas, (BUMK) 

belum melakukan pembukuan secara teknis  sehingga  tidak ada laporan 

keuangan dan laporan administratif, hal itu dikarenakan kurangnya 

Sumber Daya Manusia yang handal dibidangnya dalam hal pembukuan 

anggaran semuanya masih menggunakan pembukuan/catatan manual. 

6. Berkelanjutan  

Sebuah Badan Usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh 

masyarakat dan secara khususnya pengurus (BUMK) agar usaha – usaha 

dapat terus berkelanjutan. Wawancara dengan bapak kepala kampung 

Markus Deno mengungkapkan bahwa “Usaha yang ada diharapkan 

tidak hanya ada sekarang ini tetapi bisa terus berlanjut bahkan bisa 

membuka cabang – cabang usaha yang baru, masalah umum yang kita 

ketahui Bersama adalah masalah sumber daya manusia yang masih 

kurang, Serta tidak adanya pihak ketiga yang bisa diajak untuk berkerja 

sama seperti perusahaan seperti yang ada di kampung – kampung lain 

seperti Badan Usaha Milik Kampung Bumi Emas Mandiri di Kampung 

Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok yang memiliki usaha di 

bidang  peternakan, pengelolaan sampah serta penyewaan kios dan ada 

juga Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Kemang di Kampung 

Muara Begai Kecamatan Muara Lawa yang memiliki Kerjasama dengan 

perusaha sawit dalam penyediaan pupuk. Sedangkan untuk Kampung 

Cempedas Belum memiliki Kerjasama namun sekiranya ini tidak 
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mengurangi semangat pengurus (BUMK) untuk terus mengabdikan diri 

untuk membangun kampung”.68  

Dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Tunas Mandiri 

Kampung Cempedas memiliki beberapa kendala seperti kurangnya 

Kerjasama dan Sumber Daya Manusia. 

7. Professional 

Dalam pengelolan usaha, usaha harus dikelola secara professional oleh 

orang yang professional di bidangnya yang memiliki Kompetensi 

memadai untuk membangun dan mengembangkan usaha. Sebagaimana 

dikatakan oleh Bapak kepala kampung Markus Deno “ Kegiatan usaha 

(BUMK) Tunas Mandiri hanya di kelola seadanya  dengan pengurus 

(BUMK) yang bukan ahli di bidangnya para  pengurus (BUMK) hanya 

warga sekitar yang ditunjuk dalam musyawarah bersama oleh 

masyarakat kampung”.69  

Dalam hal ini pengurus (BUMK) telah mengambil peran dalam 

mengelola usaha yang ada dengan dibantu oleh masyarakat yang 

bersedia berpartisipasi dengan kemampuan seadanya dan 

mengusahakan agar usaha berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan’’

 
68 Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025. 
69 Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025. 
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BAB III 

PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG 

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) DI KAMPUNG CEMPEDAS 

KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT 

 

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di 

Kampung Cempedas Kecamtan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat 

Beirdasarkan peimbahasan meingeinai Impleimeintasi Peiraturan daeirah 

Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Teintang Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMK) di Kampung Ceimpeidas Keicamatan Muara Lawa 

Kabupatein Kutai Barat. Peineiliti meineimukan beibeirapa hal yaitu se ibagai 

beirikut; 

Impleimeintasi Peiraturan Daeirah Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 

Tahun 2013 teintang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung 

Ceimpeidas Keicamatan Muara Lawa Kabupatein Kutai Barat. Peimeirintah 

Kampung Ceimpeidas Teilah meingimpleimeintasikan Peiraturan Deirah 

Teirseibut Deingan Meimbeintuk (BUMK) yang di beiri nama (BUMK) Tunas 

Mandiri, Di kampung Ceimpeidas dalam upaya Meiningkatkan 

Peireikonomian Masyarakat dan peindapat asli Kampung (PAK). Namum 

impleimeintasi Peiraturan Daeirah teirseibut tidak cukup eifeiktif kareina dalam 

peilaksanaannya masih ada beibeirapa keindala yang meinjadi masalah dalam, 

impleimeintasi Peiraturan Daeirah teirseibut. 
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keiteirbatasan Sumbeirdaya meinjadi salah satu alasan impleimeintasi 

teirseibut tidak eifeiktif ada beibeirapa faktor peinghambat yang peirtama adalah 

Sumbeir Daya Manusia (SDM) kurangnya SDM yang kompeitein sangat 

meimpeingaruhi impleimeintasi teirseibut, di mana peiran SDM adalah seibagai 

peilakasana dari Peiraturan Daeirah Teirseibut. Seirta kurangnya sosialisasi dan 

peilatihan dari Peimeirintah Daeirah meimbuat kurangnya peimahaman 

masyarakat teintang isi dan tujuan Peiraturan Daeirah seihingga dapat 

meinghambat peirkeimbangan. Yang keidua adalah kurang nya sumbeir daya 

alam (SDA) juga meimpeingaruhi peirkeimbangan dari (BUMK) Tunas 

Mandiri kareina tidak ada sumbeir daya alam (SDA) yang bisa di jadikan 

seibagai usaha. Yang keitiga adalah tidak adanya keirjasama deingan pihak 

lain dalam hal ini pihak peirusahaan swasta. Dari hasil peingamatan peineiliti 

(BUMK) Tunas Mandiri tidak meimiliki peiraturan Kampung (PEIRKAM) 

seibagai suatu landasan dalam peimbeintukan, peingeilolaan dan peimbinaan. 

Keindala lainnya masyarakat tidak beirpeiran aktif dalam meilaksanakan 

peingeimbangan (BUMK). 

Meinurut Sondang P.Siagian “meimbeirikan deifinisi seibagai beirikut: 

EIfeiktivitas adalah peimanfaatan sumbeir daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlahteirteintu yang seicara sadar diteitapkan seibeilumnya untuk 

meinghasilkan seijumlah barang atas jasa keigiatan yang dijalankannya”.70 

Namun dalam meinghadapi keindala-keindala teirseibut para pihak 

yang beirweiweinang yang itu Peingurus, Peinaseihat, dan Peingawas teilah 

meilaksanakan tugas dan dan keiwajiban seisuai deingan peiran masing-

 
70 Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 

2002). Hal 77 
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masing seirta beirupaya untuk meincari solusi teirkait keindala-keindala yang 

di hadapi oleih (BUMK) Tunas Mandiri. 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) program yang diharapkan 

meiningkatkan keiseijahteiraan dan meiningkatkan peireikonomian masyarakat 

meilalui peilaksanaan program – program (BUMK) Tunas Mandiri, yang 

dijalankan oleih peingurus (BUMK) seisuai deingan Peiraturan Daeirah yang 

ada. 

Dalam meingeilola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas 

Mandiri agar teircapainya BUMK yang seihat harus meinggunakan beibeirapa 

unsur manajeimein yaitu: 

1. Koopeiratif dalam peingeilolaan BUMK, peingurus yang teirlibat harus 

beirkeirjasama deingan baik untuk peingeimbangan dan keilangsungan 

BUMK 

2. Partisipatif peirangkat Kampung dan peingurus harus beirseidia 

beirkontribusi meindukung keimajuan BUMK 

3. Transparansi aktivitas yang beirkaitan deingan program BUMK program 

atau usaha yang beirkaitan deingan keipeintingan dan keibutuhan beirsama 

harus dikeitahui seiluruh masyarakat deingan mudah dan teirbuka. 

4. Keiseitaraan Dalam meinjalankan BUMK se imua peingurusan BUMK 

harus dipeirlakukan seitara tanpa meimandang golongan, ras, suku, dan 

agama seimua meimpunyai hak yang sama. 

5. Akuntabeil Seimua keigiatan harus dapat di pe irtanggung jawabkan seicara 

teiknis maupun administratif 
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6. Beirkeilanjutan Seibuah badan usaha harus di ke imbangkaan dan di 

leistarikan agar dapat beirjalan seicara beirkeilanjutan 

7. Profeisional dalam peingeilolaan usaha, usah harus di Keilola seicara 

profeissional oleih orang yang beirkompeitein di bidangnya. 

 

B. Kendala Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung di 

Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. 

Beirdasarkan peimbahasan meingeinai keindala Impleimeintasi Peiraturan 

Daeirah Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Teintang Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMK), te ilah diteimukan beibeirapa hal yaitu; Peimeirintah 

Kampung Ceimpeidas meingalami beibeirapa keindala dalam 

meingimpleimeintasikan Peiraturan Daeirah Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 

tahun 2013 Teintang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Ke indala teirseibut 

adalah: 

a. Minimnya Sumbeirdaya Manusia kompeitein yang dapat meinjalankan BUMK 

deingan baik. Dampak yang muncul kareina hal ini adalah peilaksanaan usaha 

dari BUMK teirseibut meinjadi kurang optimal. 

b. Tidak adanya pihak Keitiga seipeirti peirusahaan yang beiropeirasi diseikitar 

atau beirada dalam Kampung yang dapat diajak be irkeirjasama seipeirti pada 

keibanyakan kampung yang ada di Keicamatan Muara Lawa. 

c. Beilum meineimukan usaha yang cocok. Deisa Ceimpeidas seindiri meimang 

tidak meimiliki poteinsi wisata, dan juga wilayah yang deikat deingan 
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peirusahan swasta seihingga para peingeilola BUMK masih bingung harus 

meingeimbangkan usaha apa lagi. 

d. Modal juga meinjadi hambatan meinyusul peirmasalahan beilum meineimukan 

usaha yang cocok. Dan juga deingan tidak adanya peirusahan swasta yang 

beirada di wilayah Kampung ceimpeidas seihingga tidak dapat meilakukan 

keirjasama deingan pihak keitiga. 

e. Kurang peilatihan dan peimbinaan dari pusat juga teirmasuk hambatan yang 

cukup nyata, kareina dalam tahap peingeimbangan teintu BUMK Tunas 

Mandiri di Kampung Ceimpeidas sangat meimbutuhkan peindampingan dari 

peimeirintah daeirah. BUMK Tunas Mandiri Kampung Ceimpeidas seindiri 

masih meimbutuhkan banyak masukan, baik dari peimeirintah daeirah maupun 

institusi lain yang be irkompeitein di bidang peingeimbangan Badan Usaha 

Milik Kampung. Sosialisasi teirkait aturan-aturan peimbeintukan dan 

peingeilolaan BUMK juga sudah se iharusnya disampaikan agar tidak teirjadi 

keisalahan dalam impleimeintasi peiraturan daeirah teirseibut. 

f. Tidak adanya Peiraturan Kampung (PEIRKAM) Yang di buat oleih 

peimeirintah Kampung seihingga dalam meinjalanakan BUMK Tunas Mandiri 

meinjadi teirhambat oleih beibeirapa keindala. peimbeintukan peirkam juga 

beirtujuan untuk meinjadi peidoman dalam meinjalankan tugas dan tujuan 

BUMK. Dan juga seibagai salah syarat untuk BUMK Tunas Mandiri Di 

Kampung Ceimpeidas dapat meinjadi badan usaha beirbadan hukum di tingkat 

Kampung, di karnakan utuk meindaftar seirifikasi kei keimeinkumham salah 
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satu peirsyaratan nya seilain meimiliki Anggaran Dasar Rumah tangga 

(ADART) meimeirlukan Peirkam teirkait BUMK Tunas Mandiri teirseibut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Meinurut peimbahasan yang diuraikan seibeilumnya Peineiliti beirkeisimpulan 

seibagai beirikut; 

1. Impleimeintasi Peiraturan Daeirah Kabupatein Kutai Barat Nomor 24 

Tahun 2013 Teintang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di 

Kampung Ceimpeidas Keicamatan Muara Lawa Kabupatein Kutai Barat. 

Peimeirintah Kampung Ceimpeidas Teilah meingimpleimeintasikan 

Peiraturan Deirah Teirseibut deingan meimbeintuk (BUMK) Tunas Mandiri 

yang meinaungi beibeirapa unit usaha, seipeirti usaha jasa peinyeiwaan 

tarup, panggung dan kursi yang diseiwakan untuk masyarakat umum, 

dan usaha Warung seimbako dan peirtanian guna meimpeirmudah 

masyarakat kampung untuk meimpeiroleih keibutuhan seihari – hari dan 

keibutuhan peirtanian seirta usaha Brilink guna meimudahkan untuk 

peinarikan atau meingirim uang tidak peirlu meilakukan peirjalan jauh, 

unit usaha yang saat ini seidang beirjalan meirupakan upaya 

Meiningkatkan Peireikonomian Masyarakat dan peindapat asli Kampung 

(PAK). Dapat di lihat peingeimbangan yang di lakukan BUMK Tunas 

Mandiri seijak peimbeintukan 2018 hingga seikarang 2025 dan dapat 

dikatan Cukup Eifeiktif. 

2. Peilaksanaan BUMK ini tidak se ipeinuhnya meincapai tujuan, kareina 

teirkeindala deingan beirbagai masalah seipeirti, Tidak adanya Peiraturan 
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Kampung (PEIRKAM) seibagai payung hukum dan juga seibai peidoman 

peingeilolaan BUMK Tunas Mandiri, keikurang Sumbeirdaya Manusia, 

Sumbeir Daya Alam, dan pihak-pihak yang dapat diajak Ke irjasama 

seirta kurangnya partisipasi masyarakat seicara aktif dalam meinggagas 

idei hingga peingeilolaan nya.  

B. Saran 

Beirdasarkan uraian peimbahasan peineiliti meimbeirikan saran seibagai 

beirikut:  

1. Peimeirintah kampung untuk seigeira meimbuat peiraturan kampung 

(PEIRKAM ) untuk BUMK Tunas Mandiri seibagai suatu landas untuk 

meinjalankan BUMK dan juga untuk meinceigah teirjadi nya masalah atau 

poteinsi yang timbul dari faktor inteirnal maupun eiksteirnal. Seirta pihak 

peingurus (BUMK) Tunas Mandiri wajib meilakukan eivaluasi teirhadap 

unit usahanya supaya beirjalan deingan seimeistinya beirdampak baik 

untuk masyarakat, peingawasan peirlu dilakukan seiseiring mungkin 

supaya seimua unit usahanya beirjalan seisuai deingan peimanfaatnya. 

2. Untuk meingatasi keindala – keindala yang ada saat ini pihak peingeilola 

dan peingurus BUMK Tunas Mandiri harus leibih seimangat lagi dalam 

meingeilola dan meimbina unit-unit usaha dalam BUMK Tunas Mandiri 

seihingga dalam beirkontribusi meiningkatkan peireikonomian masyarakat 

seirta peindapatan Kampung leibih optimal lagi, Seirta meilakukan 

peilatihan dan peimbinaan agar para peingurus leibih meimahami teintang 

tugas dan tanggung jawab masing-masing. Peimeirintah Kampung juga 
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meimeigang peiran peinting dalam rapat atau musyawarah peinunjukkan 

peingurus BUMK agar leibih meimikirkan orang-orang yang leibih 

beirkompeitein dibidangnya dan meimbeirikan partisipasi dalam 

meinjalankan BUMK Tunas Mandiri dalam peilaksanaan keideipannya 

leibih maksimal lagi, dan juga leibih meinumbuhkan rasa untuk ingin 

meimbangun kampung. 
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